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Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha
Kuasa, akhirnya Buku Pedoman Tata Kelola
Perusahaan (Corporate Governance Manual
atau “CG Manual”) dan Pedoman Dewan
Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT
Bakrie & Brothers Tbk (“Perseroan”) edisi
yang disempurnakan ini (versi November
2021) dapat terselesaikan dengan baik pada
waktunya. Kami menyambut gembira
hadirnya buku pedoman ini yang akan
menjadi pedoman bagi seluruh pihak baik di
dalam organisasi Perseroan maupun dari
luar Perseroan dalam interaksi pengelolaan
bisnis Perseroan.

Secara garis besar, latar belakang
perubahan Board Manual dan CG Manual
versi November 2021 dengan versi
sebelumnya, yaitu karena adanya dinamika
organisasi dan dinamika dalam proses bisnis
Perseroan. Pada CG Manual melampirkan
dokumen-dokumen terkait seperti antara
lain: Pedoman Perilaku Bisnis dan Kode Etik,
Laporan Komite-Komite, serta Pedoman
Survey dan contoh hasil survei yang
mendukung pelaksanaan tata kelola
perusahaan yang baik. Sedangkan pada
Board Manual melampirkan antara lain:
Piagam-Piagam (Charters) untuk Corporate
Internal Audit dan Komite-Komite serta
Organ Pendukung lainnya, Teks Pakta
Integritas, dan dokumen terkait lainnya.

Selain itu, pada versi November 2021 ini ada
beberapa hal yang berubah dari Board
Manual versi sebelumnya, yaitu perubahan
struktur di level Direksi dan Chief. Dengan
demikian, struktur saat ini di level Direksi
dan Chief terdiri dari: Direktur Utama/Chief
Executive Officer (CEO), Wakil Direktur

MESSAGE FROM PRESIDENT
COMMISSIONER AND PRESIDENT
DIRECTOR

Upon the grace of God Almighty, eventually
The Manual Book of Corporate Governance
(Corporate Governance Manual or the "CG
Manual") and The Manual Book of Board
(Board Manual) of PT Bakrie & Brothers Tbk

(the  ”"Company”) enhanced edition
(November 2021 version) has been
completed well in time. We warmly

welcome the presence of these manual
books that will serve as guidelines for all
parties, both within the Company as well as
for external parties in order to interact with
the Company’s business management.

In general, the background of changes in
Board Manual & CG Manual November 2021
version is triggered by the dynamics of the
Company’s organization and its business
processes. The CG Manual contains related
documents, such as: Guidelines on the
Business Conduct and the Code of Ethics,
Committee Reports, also Survey Guidelines
and samples of survey results that support
the implementation of good corporate
governance. Meanwhile in the Board
Manual also includes: the Charters for
Internal Audit and Corporate Committees
and also other Supporting Organs, The Text
of the Integrity Pact, and other related
documents.

In addition, in this November 2021 version,
there are some components that
complement to the previous Board Manual,
which is changes of Board of Directors (BOD)
and Chief structure. Current structure of
BOD and Chiefs  are:  President
Director/Chief Executive Officer (CEO), Vice



Utama (Co-CEO), Direktur/Chief Financial &
Investment Officer (CFIO), Direktur/Chief
Legal Officer (CLO), Direktur/Chief Risk &
Operation Control Officer (CROO), dan
Direktur/Chief Business Officer (CBO).
Adapun organ pendukung Direksi lainnya
saat ini adalah sebagai berikut: Chief Human
Capital & Office Support (CHCOS), Executive
Vice President (EVP) Strategy, Head of
Corporate  Communications, Head of
Corporate Internal Audit, serta Komite Etik &
Kepatuhan (Ethics & Compliance
Committee).

Seluruh informasi di dalam Board Manual
versi November 2021 dimutakhirkan
mengacu pada peraturan regulasi yang
berlaku. Adapun struktur tambahan lainnya

yang melengkapi CG Manual versi
November 2021, antara lain adalah:
penjabaran rinci tentang peran dan

hubungan dengan stakeholders, prosedur
penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris &
Direksi, program pengenalan (induction
program) Dewan Komisaris & Direksi,
transaksi benturan kepentingan, transaksi
material, sistem pelaporan pelanggaran
(whistleblowing system), dan hal terkait
lainnya.

Situasi dan perkembangan bisnis yang
begitu dinamis serta persaingan vyang
semakin tajam menuntut Perseroan untuk
terus memiliki strategi bisnis yang
kompetitif serta kemampuan untuk
mengeksekusinya dengan cepat dan tepat
yang dilandasi dengan penerapan nilai-nilai
dan etika bisnis yang sehat sehingga dapat
menjadi perusahaan yang terdepan dan
sustainable dalam ketatnya persaingan
bisnis tersebut. Perseroan berkeyakinan
bahwa menjalankan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance (GCG) merupakan
salah satu kekuatan Perseroan sehingga
dapat tercipta mekanisme check and
balance yang efektif dalam mencapai tujuan
bisnis Perseroan dalam jangka pendek

President Director (Co-CEQ), Director/Chief
Financial & Investment Officer (CFIO),
Director/Chief  Legal  Officer (CLO),
Director/Chief Risk & Operation Control
Officer (CROO), and Director/Chief Business
Officer (CBO). Other board’s supporting
organs currently comprise of: Chief Human
Capital & Office Support (CHCOS), Executive
Vice President (EVP) Strategy, Head of
Corporate Communications, Head of
Corporate Internal Audit, and Ethics &
Compliance Committee.

All information in the Board Manual
November 2021 version updated by
referring to the prevailing regulations. Some
additions that complement the CG Manual
November 2021 version include: a detailed
explanation of the role and relationship with
stakeholders, the Board of Commissioners
and the Board of Directors meeting
procedures, the Board of Commissioners
and the Board of Directors induction
programs, conflict of interest transactions,
material transactions, the reporting systems
of violations (whistleblowing system), and
other related matters.

The dynamic development of business as
well as sharp competition requires the
Company to have continuous competitive
business strategies and the ability to execute
the strategy timely and precisely followed by
implementation of business ethics and
values, which enable the company to
become a leading and sustainable company
in the tight business competition. The
Company believes that implementing the
Good Corporate  Governance (GCG)
principles is one of the Company’s strength
to create an effective check and balance
mechanism to achieve short term and long
term Company's business objectives. The
Company realizes the need for coordination
and work-cooperation with all stakeholders
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maupun  jangka panjang. Perseroan
menyadari perlunya dilakukan koordinasi
dan tata-kerja yang baik dengan seluruh
pihak dalam Perseroan melalui penciptaan
keseimbangan kepentingan baik antara
pemegang saham dengan stakeholder
lainnya maupun antar stakeholder dalam
rangka pencapaian visi-misi dan tujuan
Perseroan serta menghindari adanya
benturan kepentingan antar para pihak.

Penerapan GCG diarahkan dalam upaya
pencapaian profit dan sustainability secara
seimbang. Pencapaian profit  yang
merupakan wujud pemenuhan kepentingan
pemegang saham (shareholder) tidak dapat
dilepaskan dari  upaya pencapaian

sustainability yang merupakan wujud
pemenuhan  kepentingan  stakeholder
lainnya  vyaitu karyawan,  pemasok,

pemerintah, pelanggan, dan masyarakat
lainnya.

Dinamika perkembangan bisnis Perseroan
telah memberikan pelajaran kepada
manajemen Perseroan tentang pentingnya
penerapan prinsip-prinsip GCG secara
konsisten. Berbagai krisis yang melanda
perekonomian dunia dan Indonesia yang
berdampak pada program restrukturisasi
keuangan dan organisasi Perseroan telah
memperkuat komitmen Perseroan dalam
melaksanakan pengelolaan bisnis dengan
baik yang mana melalui penerapan GCG
secara konsisten telah mampu
meningkatkan kinerja Perseroan.

Pada dasarnya komitmen Perseroan dalam
menerapkan prinsip-prinsip GCG telah
dilaksanakan lebih awal pada saat Perseroan
masih dikelola oleh para founders-nya, jauh
dari waktu keluarnya istilah dan konsep
GCG, dimana implementasinya dari waktu
ke waktu selalu sejalan dengan dinamika
perkembangan bisnis Perseroan.

by creating a balance of fulfilling interests of
shareholders with other stakeholders and
among stakeholders. This is to achieve the
vision, mission and objectives of the
Company and to avoid any conflict of
interest among parties.

GCG implementation is aimed towards
achieving a balance of profitability and
sustainability. Achievement of profitability
as a fulfilment of shareholders’ interests
cannot be dominant to the efforts of
achieving sustainability as a fulfillment other

stakeholders’ interest; e.g employees,
suppliers, governments, customers, and
other community members.

The dynamic of the Company's business
growth provides lessons to the management
on the importance of consistently
implementing GCG principles. Numbers of
crisis that hit Indonesia and world’s
economy that impacts the Company’s
financial and organizational restructuring
program has strengthened Company’s
commitment to implement a sound business
management through consistent
implementation of GCG and able to improve
the Company’s performance.

Basically, the Company's commitment to
implement the good corporate governance
principles has been delivered earlier when
the Company was still managed by its
founders, much ahead of its own time, when
the term and concept of GCG was not as
well-known as it is today. The
implementation of GCG from time to time is
always in line with the dynamic of the
Company's business growth.
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Secara umum, tahapan penerapan prinsip-
prinsip GCG di lingkungan Perseroan adalah
sebagai berikut:

Tahap Pertama, 1989 — 1996

Pada tahap ini, penerapan prinsip-prinsip
GCG dilaksanakan sejalan dengan aksi
korporasi  Perseroan, vyaitu menjadi
perusahaan publik. Pada tahap ini Perseroan
telah mendeklarasikan komitmen untuk
melaksanakan pengelolaan bisnis Perseroan
secara profesional dan transparan melalui
penerapan konsep manajemen modern

dengan cara menyusun dan
mengembangkan corporate philosophy,
corporate  identity,  kerangka  kerja

(framework) tentang corporate planning,
corporate internal audit, kebijakan bisnis
perusahaan, dan mengembangkan Bakrie
Management System.

Tahap Kedua, 1997 - 2001

Pada tahap ini, Perseroan lebih
mengintensifkan penerapan GCG sebagai
tuntutan atas terjadinya krisis ekonomi yang
melanda Indonesia dan berdampak pada

program restrukturisasi keuangan dan
organisasi Perseroan. Pada tahap ini
Perseroan mengembangkan corporate

culture, business ethic, code of conduct, dan
Bakrie Performance Contract.

Tahap Ketiga, 2002 - 2013

Tahap ini merupakan tahap transformasi
bisnis Perseroan baik itu komposisi
manajemen, strategi dan struktur bisnis
Perseroan yang dituangkan dalam blueprint
Perseroan. Perseroan terus meningkatkan
komitmen penerapan konsep GCG dengan
mengangkat Komisaris Independen serta
membentuk Komite Audit, Komite Investasi
dan Manajemen Risiko, Komite Remunerasi
dan Nominasi, serta Komite Tata Kelola
Perusahaan. Perseroan juga melakukan

In general, the stages of the implementation
of GCG principles at the Company are as
follows:

Stage One, 1989 — 1996

At this stage, the implementation of the
good corporate governance principles was
carried out in line with the Company's
corporate action to become a public
company. At this stage, the Company
declared a commitment to carry out the
Company's  business management in
professional and transparent manners
through the implementation of modern
management concepts in structuring and

developing the corporate philosophy,
corporate identity, framework on corporate
planning, corporate internal audit,
corporate business policies, and the

development of the Bakrie Management
System.

Stage Two, 1997 — 2001

At this stage, the Company further
intensified the implementation of GCG as
the demands of the Indonesia economic
crisis that had affected the Company's
financial and organizational restructuring
programs. At this stage, the Company
developed corporate culture, business
ethics, code of conduct, and the Bakrie
Performance Contract.

Stage Three, 2002 -2013

This stage is the transformation stage of the
Company business, such as in, the
management structure composition,
strategy and Company business structures
as outlined in the Company’s blueprint. The
Company continues to increase its
commitment on the implementation of the
GCG concept by appointing Independent
Commissioner and establishing an Audit
Committee, Investment and Risk
Management Committee, Remuneration
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pembenahan  struktur dan  sistem
manajemen organisasi melalui pemantapan
kerangka kerja (framework) Corporate
Internal Audit, Risk Management, Human
Resources  Management  dan lain
sebagainya. Proses transformasi bisnis
Perseroan yang kembali terjadi pada tahun
2008-2009 dan dinamikanya masih terus
berlanjut hingga akhir 2013, yaitu dengan
proses perubahan menjadi sebuah
perusahaan pengelola portofolio investasi
(“investment company”) telah mendorong
Perseroan untuk terus menyempurnakan
praktik pengelolaan GCG di lingkungan
Perseroan yang salah satu diantaranya
adalah mengkaji dan menyempurnakan
buku CG Manual dan Board Manual ini
secara terus menerus.

Tahap Keempat, 2014 — Saat ini

Pada tahap ini, Perseroan dengan
pengalaman lebih dari 70 tahun di sektor
manufaktur dan investasi di sektor-sektor
yang sedang berkembang, serta partisipasi
aktif di proyek-proyek Infrastruktur sejalan
dengan Program Percepatan Pembangunan
Infrastruktur oleh Pemerintah Republik
Indonesia, memberi peluang bagi Perseroan
untuk berfokus dan meraih pertumbuhan
eksponensial pada kedua sektor tersebut
dan terus berkomitmen untuk
menyempurnakan  praktek GCG di
lingkungan Perseroan dengan mengkaji
serta melengkapi CG Manual dan Board
Manual versi sebelumnya*).

Sebagai komitmen jangka panjang dan
dengan terus memperhatikan dinamika
bisnis Perseroan, maka upaya
penyempurnaan atas CG Manual dan Board
Manual Perseroan perlu secara teratur terus
dilakukan secara konsisten.

*) Versi Board Manual & CG Manual: Agustus 2010, September
2012, Januari 2013, September 2013, Mei 2016, Desember 2018,
Juni 2019 & Agustus 2020.

and Nomination Committee as well as Good
Corporate Governance Committee. The
Company has also reformed the
organizational structure and management
systems through the establishment of
framework of Corporate Internal Audit, Risk
Management, Human resource
Management etc. The Company's business
transformation process that re-occurred in
2008-2009 and its dynamics is still on going
up to the end of 2013, with the process of
transforming the company to become an
investment portfolio management company
(“investment company”), prompted the
Company to continue refining the practice of
GCG in the Company and its subsidiaries.
Among others is to review and refine
continuously this CG Manual and Board
Manual.

Stage Four, 2014 - Present

At this stage, the Company with more than
70 years’ experience in the manufacturing
sector and the active participation in
infrastructure projects in line with the
Indonesian Government’s Infrastructure
Development Acceleration Program, that
provides opportunities for the Company to
focus and achieve exponential growth in
both sectors and continuous commitment to
enhance the practice of GCG within the
Company, including review and complete
the CG Manual and Board Manual previous
versions*).

As a long-term commitment and
continuously to observe the dynamics of our
business, the efforts to improve the
Company's CG Manual and Board Manual
need to be routinely carried out
consistently.

*) Board Manual & CG Manual version: August 2010, September
2012, January 2013, September 2013, May 2016, December 2018,
June 2019 & August 2020,
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Kami berharap buku CG Manual dan Board
Manual edisi disempurnakan ini dapat
bermanfaat dalam pengelolaan bisnis
Perseroan termasuk di antaranya dalam
membangun organisasi perusahaan yang
efektif dan solid. Pedoman ini juga dapat
menjadi referensi bagi seluruh unit usaha
atau perusahaan afiliasi Perseroan.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan
terima kasih kepada Tim Penyusun serta
semua pihak yang mendukung penyusunan
Buku Pedoman ini atas kontribusi dan
dedikasinya dalam menyelesaikan tugas ini.
Tanpa kerja keras, kerjasama yang baik,
serta kreatifitas yang tinggi Buku Pedoman
ini tidaklah mungkin terwujud.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi
segala upaya kita bersama.

We hope this enhanced edition of CG
Manual and Board Manual may be useful in
the Company’s business management in
building an effective and solid organization
structure. These guidelines may also serve
as a reference for all business units or
affiliates of the Company.

On this occasion, we thank all the Drafting
Team and all those who support the drafting
of this Manual Book for the contribution and
dedication in completing the task. Without
hard work, good teamwork, and high
creativity these Manual Book is not likely to
materialize.

May God Almighty bless all of our efforts.

Jakarta, 15 November 2021 / Jakarta, 15 November 2021
PT Bakrie & Brothers Thk

Komisaris Dtama
merangkap Komisaris Independen /
President Commissioner
concurrently as Independent Commissioner

—

Anindya N. Bakrie
Direktur Utama & Chief Executive Officer /
President Director & Chief Executive Officer
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Bakne &
Brothers

Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bakrie & Brothers Tbk
Mengenai Penetapan Board Manual dan
Corporate Governance Manual
No. 10/SK-BOD-BOC/X1/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Dewan Komisaris dan Direksi PT BAKRIE & BROTHERS
Tbk, suatu perseroan terbatas yang berbentuk perusahaan terbuka berkedudukan di
Jakarta Selatan, yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia,
(untuk selanjutnya disebut “Perseroan”):

1. Drs. Sutanto Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2. Armansyah Yamin Komisaris

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Dewan Komisaris”.

1. Anindya N. Bakrie Direktur Utama

Z A. Ardiansyah Bakrie Wakil Direktur Utama
3. Hendrajanto M. Sakti Direktur

4, Ir. A. Amri Aswono Putro Direktur

5. R.A. Sri Dharmayanti Direktur

6. Charlie Kasim Direktur

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Direksi”.

Bahwa, dalam rangka mencapai efektifitas pengelolaan Perseroan dan mengantisipasi
perubahan serta pencapaian sasaran-sasaran strategis Perseroan, dengan ini Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan berencana untuk menetapkan pedoman-pedoman dan
ketentuan-ketentuan yang dituangkan ke dalam Board Manual dan Corporate
Governance Manual edisi November 2021 yang akan membantu Dewan Komisaris dan
Direksi melaksanakan kebijakan manajemen Perseroan sehari-hari.

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris
dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris,
dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan
semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut, keputusan yang diambil
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
A Bakrie Tower 35, 36, 37 o
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Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dapat juga
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan
semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan
menandatangani persetujuan tersebut, keputusanlyang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Direksi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan guna memenuhi
ketentuan Pasal 18 ayat (19) dan Pasal 15 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan, Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menetapkan dan memutuskan hal-hal
sebagai berikut:

L. Menetapkan Board Manual dan Corporate Governance Manual yang mengatur
tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan sebagaimana terlampir, yang selanjutnya akan menjadi pedoman
untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam
melaksanakan fungsi dan tugas sehari-hari.

2. Menetapkan bahwa di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, selain tunduk
kepada ketentuan di dalam Board Manual dan Corporate Governance Manual,
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan juga harus tunduk kepada setiap
peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas
dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

3. Mencabut Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bakrie & Brothers
Tbk No. 06/SK-BOD-BOC/VIIl tanggal 31 Agustus 2020 mengenai “Penetapan
Board Manual dan Corporate Governance Manual” serta dinyatakan tidak berlaku
lagi.

4. Menetapkan bahwa keputusan ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan

oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan berlaku sampai dengan
adanya keputusan yang mencabut keputusan ini.

Demikian keputusan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 November

Ay

2021 oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
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DEWAN KOMISARIS,

Armansyah Yamin
Komisaris Utama merangkap Komisaris

Komisaris Independen

DIREKSI,

—— 5

¢ Anindya N. Bakrie . Ardiansyah Bakrie
Direktur Utama MDirektur Utama
Hendrajanto M. Sakti Ir. A. Amri Aswono Putro
Direktur Direktur
- é_
R.A. Sri Dharmayanti Charlie Kasim
Direktur Direktur
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Pendahuluan

Latar Belakang

PT Bakrie & Brothers Thk (“Perusahaan” atau “Perseroan”) harus memiliki komitmen untuk
mempertahankan standar tinggi dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance — “GCG”) sebagai salah satu prasyarat utama bagi keberhasilan dan
keberlanjutan usaha. Perseroan menjunjung etika dan standar profesionalisme pada seluruh
jenjang organisasi. Pelaksanaan GCG pada sektor industri keuangan non-bank dan investasi
serta beberapa sektor industri dimana Perseroan berada secara umum berpedoman pada
berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-
Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pelaksanaan GCG ini
juga berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu Transparency (Keterbukaan
Informasi),  Accountability ~ (Akuntabilitas),  Responsibility ~ (Pertanggungjawaban),
Independency (Kemandirian), dan Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran).

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Pedoman Corporate Governance/”Pedoman CG”)
merupakan acuan penerapan GCG dalam membuat keputusan, menjalankan tindakan dengan
dilandasi moral yang tinggi, patuh kepada Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran
akan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan

(stakeholders).

Tujuan dan Sistematika

Secara umum, tujuan penyusunan Pedoman CG adalah sebagai naskah acuan utama bagi

seluruh Organ Perseroan dalam menerapkan praktik GCG.

Tujuan penerapan GCG adalah:

a. Memaksimalkan nilai Perusahaan.

b. Terlaksananya pengelolaan Perusahaan secara profesional dan mandiri.

c. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh Organ Perseroan yang didasarkan pada
nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

d. Terlaksananya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders.
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Pedoman ini terdiri atas 5 (lima) bagian, yaitu:

Bagian| :Pendahuluan
Bagian Il : Struktur Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Structure)
Bagian Ill : Proses Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Process)

Bagian IV : Proses Corporate Governance terkait Pengelolaan Anak Perusahaan dan
Perusahaan Afiliasi, serta Hubungan dengan Stakeholder

Bagian V :Penutup

Ruang Lingkup

Pedoman CG disusun sebagai pedoman dan untuk memberikan arahan dalam pengelolaan

Perusahaan kepada:

a.

b.

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi;
Komite Penunjang Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, dan Audit Internal, serta
organ lain penunjang Dewan Komisaris dan Direksi;

Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders).

Landasan Hukum

Referensi berikut ini merupakan dasar hukum yang dipergunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Pedoman CG ini.

a.
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 21/P0OJK.04/2015 tentang Penerapan
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

Surat Edaran OJK Nomor 32/SEQJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Terbuka;

Kep-00183/BEI/12-2018 perihal Perubahan Peraturan nomor I-A tentang Pencatatan
Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;




Pendahuluan

h. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2006 yang diterbitkan

oleh Komite Nasional Kebijakan Governance tanggal 17 Oktober 2006 (“Pedoman Umum

GCG Indonesia KNKG”);

i. Peraturan OJK terkait Emiten dan Perusahaan Publik, antara lain:

Peraturan Nomor 33/P0JK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik;

Peraturan Nomor 34/P0OJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten
atau Perusahaan Publik;

Peraturan Nomor 35/P0OJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau
Perusahaan Publik;

Peraturan Nomor 8/P0OJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten Atau Perusahaan Publik;
Peraturan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola
Perusahaan Terbuka;

Peraturan Nomor 31/P0OJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta
Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik;

Peraturan Nomor 32/P0JK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

Peraturan Nomor 55/P0JK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan
Kerja Komite Audit;

Peraturan Nomor 56/P0OJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan
Piagam Unit Audit Internal;

Peraturan Nomor 29/P0OJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten Atau
Perusahaan Publik;

Peraturan Nomor 74/PQJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan
Usaha Perusahaan Terbuka;

Peraturan Nomor 7/P0JK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem
Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik;

Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor
32/P0OJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
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Peraturan OJK Nomor 15/P0OJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

® Peraturan OJK Nomor 16/P0OJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;

® Peraturan OJK Nomor 17/P0OJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha;

® Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi
Benturan Kepentingan;

e Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala;

Anggaran Dasar Perseroan;

Naskah Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) Perseroan.

Struktur Hierarki

Dalam mencapai Visi dan Misi Perseroan diperlukan Pedoman CG yang bersumber dari Tata

Nilai dan Budaya Perseroan. Pedoman CG sebagai landasan untuk memastikan setiap

kebijakan Perseroan mengandung Prinsip-Prinsip GCG, sedangkan implementasinya akan

dituangkan dalam Kebijakan dan Prosedur Perseroan, Kode Etik, dan Board Manual

Perseroan.

Pengertian

d.

Transaksi Benturan Kepentingan suatu transaksi maupun kondisi yang memungkinkan
Organ Perseroan memanfaatkan kedudukan atau wewenang yang dimilikinya dalam
Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, pihak tertentu atau golongan, sehingga
tugas yang diamanatkan tidak dapat dilakukan secara obyektif;

Perusahaan atau Perseroan yang dimaksud adalah PT Bakrie & Brothers Tbk, didirikan di
Republik Indonesia berdasarkan Akte Perseroan Terbatas Nomor 55 tanggal 13 Maret
1951 dari Notaris Sie Khwan Djioe dengan nama “NV Bakrie & Brothers”. Akta tersebut
telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui
Surat Keputusannya Nomor J.A.8/81/6 tertanggal 25 Agustus 1951. Anggaran Dasar

Perusahaan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40
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Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/P0OJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/PQJK.04/2020
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik.

Perubahan-perubahan Akta Perseroan dimuat dalam:

i Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan tertanggal 30 Desember 2020 Nomor
177, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 7
Januari 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0006120.

ii. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan tertanggal 7 Juni 2021 Nomor 68,
yang dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 10
Juni 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0365012.

c. BNBR atau Bakrie & Brothers atau Perusahaan atau Perseroan adalah PT Bakrie &
Brothers Tbk;

d. Dewan Komisaris atau Board of Comissioners/BOC adalah organ Perusahaan yang
meliputi keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan berlaku sebagai suatu kesatuan
dewan (Board) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada
Direksi dalam menjalankan kegiatan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku; Anggota Dewan Komisaris adalah anggota Dewan Komisaris Perusahaan
yang menunjuk kepada individu sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 23
Juli 2021 Nomor 62, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta dan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 Juli 2021 No. AHU-
AH.01.03-0431902;
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Direksi atau Board of Directors (BOD) adalah organ Perusahaan yang meliputi
keseluruhan Direktur Perusahaan dan berlaku sebagai suatu kesatuan dewan (Board)
yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan
tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; Anggota Direksi adalah anggota
Direksi Perusahaan yang menunjuk kepada Individu sesuai Akta Pernyataan Keputusan
Rapat tertanggal 23 Juli 2021 Nomor 62, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta dan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27
Juli 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0431902;

Para Chiefs, adalah organ atau jabatan pelengkap Direksi (BOD) yang dapat dirangkap
oleh Anggota Direksi atau dijabat oleh bukan Anggota Direksi. Istilah “Para Chiefs” yang
dimaksud dalam Corporate Governance Manual ini adalah untuk Chiefs yang bukan
merupakan Anggota Direksi (non-BOD);

Pemegang Saham (Shareholders) adalah pemilik dari PT Bakrie & Brothers Tbk;
Pemangku Kepentingan (Stakeholder) adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan
kegiatan dan operasi Perseroan, yaitu antara lain pegawai, mitra usaha, pemasok,
pemegang saham, konsumen, pemerintah, dan otoritas pembuat peraturan, serta pihak
berkepentingan lainnya;

Komite Audit (Audit Committee) adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung
jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam
memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas
auditor eksternal maupun auditor internal;

Komite Investasi & Manajemen Risiko (/nvestment & Risk Management Committee)
adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam mengarahkan dan mengawasi Tim
Pengelola Investasi Perseroan dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi,
divestasi, dan pembiayaan Perseroan serta melakukan pengendalian risiko yang timbul

dari aktivitas pengelolaan Perseroan;
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Komite Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Committee) adalah Komite yang
dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu tugas
Dewan Komisaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan prinsip-
prinsip good corporate governance di Perseroan;

Komite Nominasi dan Remunerasi (Nomination and Remuneration Committee) adalah
Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang
bertugas menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta kriteria seleksi
dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan para eksekutif
lainnya di dalam lingkungan Perseroan, membuat sistem penilaian dan memberikan
rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi;

Corporate Internal Audit adalah pejabat yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab
kepada Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama yang bertugas menjalankan fungsi dan
aktivitas audit internal Perseroan;

Komite Etik dan Kepatuhan adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab
kepada Direksi yang bertugas untuk memastikan bahwa penerapan sistem pelaporan
pelanggaran dalam mendukung praktik korporasi yang sehat telah terlaksana sesuai
dengan tuntutan peraturan perundangan yang berlaku;

Investment, Finance, Risk, Legal & Operating Control ("IFRLO”) Working Group adalah
kelompok kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dibawah
koordinasi Direksi dan para Chiefs untuk membantu menganalisis kelayakan proposal
investasi, divestasi, dan pembiayaan yang diajukan Perseroan maupun unit usaha
Perseroan.

Karyawan adalah setiap orang yang memiliki hubungan kerja dengan Perseroan sesuai
dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku;

Organ pendukung antara lain adalah Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite
Investasi & Manajemen Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi, Komite Tata Kelola
Perusahaan, dan Corporate Internal Audit;

Organ Perseroan adalah RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi;

Rapat Direksi adalah rapat yang diadakan oleh Direksi dan dipimpin oleh Direktur Utama

atau Wakil Direktur Utama atau Anggota Direksi yang diberi kuasa;
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Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris serta
dipimpin oleh Komisaris Utama atau Anggota Dewan Komisaris yang diberi kuasa;
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ
Perseroan yang merupakan wadah bagi para Pemegang Saham untuk mengambil
keputusan penting terkait dengan aspek-aspek yang ada dalam Anggaran Dasar dan
peraturan perundangan. RUPS memegang hak veto tertinggi dalam Perseroan dan
memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan
Komisaris. RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan
dilaksanakan tiap tahun dengan agenda perihal pertanggungjawaban Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun
buku, program kerja untuk tahun ke depan, penunjukan akuntan publik, dan lain-lain.
RUPS Luar Biasa (RUPSLB) dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan
sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan, atas permintaan
dari Direksi ataupun Pemegang Saham dengan hak suara minimal 10% (sepuluh persen)
dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;

Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu
kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut berlandaskan
peraturan perundang-undangan dan etika usaha yang berlaku umum;

Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) adalah sesuatu yang berhubungan
dengan pengambilan keputusan berdasarkan budaya, etika, nilai-nilai, proses bisnis, dan
struktur organisasi dengan tujuan mempromosikan dan mendukung pengembangan
Perseroan, manajemen sumber daya dan manajemen risiko secara efektif dan efisien,
serta pelaksanaan tanggung jawab Perseroan terhadap Pemegang Saham dan
Stakeholder lainnya;

Rencana Perseroan adalah penjabaran perencanaan strategis yang mencakup rumusan
mengenai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai oleh Perseroan dalam jangka waktu 5
(lima) tahun atau periode yang ditentukan lainnya;

Sekretaris Perusahaan adalah pejabat penghubung antara Perseroan dengan regulator
dan Stakeholders lainnya;

Pihak Terafiliasi pengertiannya mencakup salah satu dari hal-hal berikut: hubungan

antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Dewan Komisaris dari pihak tersebut;
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hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu (1) atau lebih anggota Direksi
atau Dewan Komisaris yang sama; hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik
langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan
tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun
tidak langsung oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang

saham utama.

Tujuan Penerapan Good Corporate Governance

Penerapan prinsip-prinsip GCG akan meningkatkan citra dan kinerja Perseroan serta

meningkatkan nilai Perseroan bagi Pemegang Saham.

Tujuan penerapan GCG di Perseroan antara lain adalah:

a.

Mengoptimalkan nilai (value) Perseroan bagi Pemegang Saham dengan tetap
memperhatikan kepentingan Stakeholders dan mondorong tercapainya kesinambungan
Perseroan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran dan kesetaraan.

Mendorong agar Organ Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan
dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Para
Pemangku Kepentingan (Stakeholders).

Mendorong pengelolaan Perseroan lebih profesional, transparan dan efisien, serta
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perseroan.

Meningkatkan citra Perseroan bagi tercapainya daya saing secara nasional maupun
internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus
investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya Perseroan, dan
pengelolaan risiko usaha Perseroan dengan penerapan prinsip kehati-hatian (prudent),
akuntabilitas, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG.

Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial Perseroan terhadap
masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perseroan.

Mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan perkembangan

Perseroan dan perubahan lingkungan usaha menuju Budaya Perseroan yang lebih baik.
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Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip GCG yang dianut Perseroan:

1.

Transparansi (Transparency)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan
dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
Akuntabilitas (Accountability)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan
perusahaan terlaksana secara efektif;

Pertanggungjawaban (Responsibility)

Kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

Kemandirian (Independency)

Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional dan independen tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Kewajaran (Fairness)

Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak Stakeholder yang timbul

berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan Misi bagi sebuah perusahaan dangat penting. Dalam persaingan bisnis yang semakin

ketat, perusahaan perlu mengadopsi visi, misi, dan strategi yang tepat. Alasan inilah yang

melatarbelakangi Perseroan untuk membentuk visi dan misi perusahaan.

a. Visi Perusahaan
Visi Perusahaan adalah menjadi perusahaan investasi terkemuka yang merepresentasikan
perekonomian Indonesia.
b. Misi Perusahaan
Misi Perusahaan adalah memaksimalkan nilai bagi pemegang saham melalui kegiatan
investasi yang menguntungkan dan peningkatan nilai-nilai portofolio inti (core portfolios).
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Tata Nilai dan Filosofi Perusahaan

Nilai-nilai dasar Perusahaan adalah Trimatra Bakrie. Trimatra Bakrie juga merupakan nilai-
nilai yang dianut dan dijalankan oleh semua organisasi dalam Kelompok Usaha Bakrie. Nilai-
nilai dasar tersebut, yaitu:

a. Keindonesiaan

b. Kemanfaatan

c. Kebersamaan

Berlandaskan semangat “Keindonesiaan, Kemanfaatan, dan Kebersamaan”, Perusahaan
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh Pendiri Perusahaan, yakni: Integritas
dan Profesionalisme.

Integritas yang berarti: Melaksanakan tugas yang diemban dengan kesungguhan, semangat,
kesetiaan, kejujuran, selalu menghormati prinsip-prinsip kebenaran, dan mendahulukan
kepentingan bangsa dan perusahaan.

Profesionalisme berarti: Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang
mendukung tercapainya hasil kerja maksimum dengan kualitas dan cara terbaik, tertata, dan
menjunjung tinggi nilai hubungan pribadi dan perusahaan dengan pihak manapun.

Sebagai Perusahaan yang berhasil melalui berbagai tantangan, Perusahaan yakin bahwa
menggapai cita setinggi mungkin adalah semangat universal. Namun cita yang tinggi patut
berpijak di atas dasar yang kokoh dan memberinya inspirasi serta nafas kehidupan. Cita tinggi
selayaknya tidak melupakan tempat berpijaknya. Betapapun hebat, besar, dan tingginya cita,
Bakrie tidak akan pernah melupakan di mana ia berpijak dan harus berpijak selamanya. Sebab
pijakan itulah yang mewariskan tradisi, kultur, dan semangat usaha. Pijakan itulah yang

memberi bentuk ”Bakrie kini dan Bakrie masa depan”.

Manfaat GCG Bagi Perseroan

Seiring dengan dinamika bisnis yang terus berkembang, setiap tahunnya Perseroan harus
melakukan penyempurnaan penerapan GCG agar dapat memberi dampak positif yang
maksimal pada berbagai elemen di dalam Perseroan. Beberapa indikator kualitatif yang
mengukur manfaat penyempurnaan GCG perusahaan dapat dilihat dari hal-hal berikut ini:

1. Peningkatan efektivitas fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja

manajemen Perseroan. Hal ini terjadi karena adanya kejelasan yang lebih baik terhadap

Corporate Governance Manual PT Bakrie & Brothers Tbk 29



Pendahuluan

30

tugas dan wewenang semua organ-organ yang berada di bawah Dewan Komisaris dan
Direksi serta organ-organ Perseroan lainnya;

Peningkatan pemahaman pada masalah bersama di lingkup internal Perseroan,
khususnya di jajaran manajemen puncak, dan juga di seluruh fungsi pada struktur
Perseroan pada umumnya. Jajaran manajemen puncak dan seluruh fungsi pada struktur
Perseroan dapat lebih memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dan
mekanisme kerja yang lebih tegas dan jelas;

Peningkatan kecepatan serta efisiensi dan efektivitas pemecahan masalah pada jajaran
manajemen puncak. Hal ini berdampak pada lebih efektifnya proses pencapaian visi dan
misi Perseroan. Dengan peningkatan pemahaman masalah bersama, maka proses
pemecahan masalah di tingkat manajemen Perseroan dapat lebih fokus dan responsif,
hasil kerja sama antar-pihak yang lebih cair dan erat, juga sangat membantu
meningkatkan kualitas solusi tersebut;

Peningkatan kejelasan GCG Perusahaan bagi jajaran manajemen pelaksana maupun
karyawan lainnya. Hal ini merupakan hasil dari keberadaan Kebijakan dan Prosedur yang
disesuaikan dengan tuntutan struktur serta lingkungan kerja yang baru;

Peningkatan penerapan prinsip-prinsip GCG bagi pemangku kepentingan lainnya di luar
Perseroan. Keberadaan Kode Etik dan Kebijakan Perilaku Bisnis telah membantu
Perseroan dalam melakukan transaksi-transaksi dengan pihak luar yang berkepentingan,
seperti kreditur, pemasok, dan juga para investor dimana struktur GCG Perseroan
diciptakan agar dapat mencegah atau mengurangi konflik/benturan kepentingan di antara
para pemangku kepentingan.

Elemen-elemen Organ Perseroan seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan
Komisaris, dan Direksi merupakan organ utama Struktur Tata Kelola Perseroan (CG
Structure). Sedangkan organ pendukungnya adalah Komite-Komite pada Dewan Komisaris

Perseroan, Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, dan Komite Etik dan Kepatuhan.
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Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) adalah Organ Perseroan yang mempunyai

wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS merupakan sarana bagi pemegang saham untuk mengetahui dan mengevaluasi

kegiatan dan pengelolaan Perseroan.

Dalam penerapan Good Corporate Governance (“GCG”), pelaksanaan RUPS Perseroan harus

memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Jenis RUPS di dalam Perseroan adalah:

RUPS Tahunan yang diadakan setiap tahun mengenai laporan tahunan, laporan
keuangan tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), penunjukan
akuntan publik, dan lain-lain.

RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS, di luar RUPS Tahunan, yang diadakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan jika dianggap perlu oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris
dan atau diminta oleh Pemegang Saham atau disyaratkan/diwajibkan oleh peraturan

perundangan dan otoritas terkait.

b. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa

atas permintaan pemegang saham dan memperhatikan ketentuan penyelenggaraan RUPS

yang akan dipaparkan pada bagian ketentuan penyelenggaraan RUPS di bawah, dan

permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham diajukan kepada Direksi

dengan surat tercatat disertai alasannya.

c. RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun

buku Perseroan ditutup.

d. Dalam RUPS Tahunan:

Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris
untuk mendapat persetujuan RUPS;

Pengesahan oleh RUPS atas Laporan Keuangan Tahunan serta laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris;

Ditetapkan penggunaan laba jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Corporate Governance Manual PT Bakrie & Brothers Tbk 33



Struktur Tata Kelola Perusahaan

e.

v. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan
tindakan pidana lainnya.

RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk
membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat kecuali mata acara Rapat untuk RUPS
Tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10
(satu per sepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan atau Dewan Komisaris dapat
mengajukan permohonan diselenggarakannya RUPS kepada Direksi dengan surat tercatat

disertai alasannya.

Ketentuan Mengenai Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Pimpinan

RUPS

a.

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS

diadakan di tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan

atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama Perseroan atau di ibukota

provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di propinsi

tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan atau tempat

kedudukan penyedia e-RUPS.

RUPS waijib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pemberitahuan RUPS pada Otoritas Jasa Keuangan (“0JK”):

i. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS
kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

ii. Mata acara rapat harus diungkapkan secara jelas dan rinci
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iii. Dalam hal terdapat perubahan mata acara Rapat, Perseroan wajib menyampaikan
perubahan mata acara Rapat kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

d. Pengumuman RUPS:

i. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling
lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk RUPS dengan
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan;

ii. Isi pengumuman RUPS sekurangnya memuat:

e Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

e Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat;
e Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan

e Tanggal pemanggilan RUPS.

e. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan
Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf d di atas, pengumuman RUPS wajib
memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan
dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.

f. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud di atas, paling
kurang melalui:

i. Situs web penyedia e-RUPS;

ii. Situs web bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan; dan

iii. Situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan
bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. Pengumuman RUPS yang
menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi
dalam pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat
perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang
diumumkan dalam bahasa Indonesia, maka informasi yang digunakan sebagai acuan
adalah informasi dalam bahasa Indonesia.

g. Pemanggilan RUPS:

i. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21
(dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS;

ii. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:
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Tanggal penyelenggaraan RUPS;

Waktu penyelenggaraan RUPS;

Tempat penyelenggaraan RUPS;

Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

Mata acara Rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi
pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan
RUPS diselenggarakan.

Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS

iii. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham paling kurang melalui:

Situs web penyedia e-RUPS;

Situs web Bursa Efek;

Situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan
bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. Pemanggilan RUPS
yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan
informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia. Dalam
hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa
asing dengan pemanggilan dalam bahasa Indonesia, maka informasi yang

digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.

iv. Pemanggilan RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan,

dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal;

h. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:

i. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari

sebelum RUPS kedua dilangsungkan;

ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

iii. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan;

iv. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS pertama mutatis

mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.

i. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
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i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan;

ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas harus disampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua
dilangsungkan;

iii. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan

tidak mencapai kuorum kehadiran.

Ketentuan Mengenai Penyelenggaraan RUPS

a.

RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan Perseroan dan memperhatikan

ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPS harus

disiapkan dengan sebaik-baiknya dan Pemegang Saham harus mendapatkan haknya

untuk memperoleh informasi dan penjelasan yang lengkap antara lain mengenai hal-hal

sebagai berikut:

i. Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS
sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ii. Pemanggilan RUPS harus mencakup informasi secara lengkap dan akurat mengenai
mata acara, tanggal, waktu, dan tempat RUPS;

iii. Bahan mengenai setiap mata acara yang tercantum dalam pemanggilan RUPS tersedia
di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sehingga memungkinkan bagi
Pemegang Saham berpartisipasi aktif dalam RUPS dan memberikan suara secara
bertanggung jawab. Jika bahan tersebut belum tersedia saat pemanggilan RUPS, maka
bahan itu harus disediakan sebelum RUPS diselenggarakan;

iv. Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara RUPS dapat
diberikan sebelum dan atau pada saat RUPS berlangsung;

v. Risalah RUPS harus tersedia di kantor Perseroan, dan Perseroan menyediakan fasilitas
agar Pemegang Saham dapat membaca risalah tersebut.

Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan dengan

memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan Perseroan dalam

jangka panjang, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
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i. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dalam RUPS harus terdiri dari
orang-orang yang patut dan layak (fit and proper) bagi Perseroan;

ii. Dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris dan
Direksi, perlu dipertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG;

iii. Dalam menetapkan auditor eksternal harus mempertimbangkan pendapat Dewan
Komisaris atas usul Komite Audit dan peraturan perundangan yang berlaku;

iv. Keputusan RUPS harus diambil dengan memperhatikan kepentingan wajar Pemegang
Saham dengan mendasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

v. Dalam mengambil keputusan pemberian bonus, tantiem, dan dividen harus
memperhatikan kondisi kesehatan keuangan Perseroan dan peraturan perundangan
yang berlaku.

Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Untuk itu, Direksi harus

mempersiapkan dan menyelenggarakan RUPS dengan baik dan dengan berpedoman pada

butir a dan b di atas sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Prosedur RUPS

Prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan/Luar Biasa:

a.

Corporate Secretary menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan RUPS
Tahunan/Luar Biasa;
Corporate Secretary berkoordinasi dengan tim Akunting dan tim Investor Relation untuk

menyiapkan dokumen laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan yang sudah
diaudit untuk keperluan RUPS Tahunan;

Corporate Secretary berkoordinasi dengan Biro Administrasi Efek membuat daftar
pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan/Luar Biasa;

Corporate Secretary memastikan bahwa RUPS Tahunan/Luar Biasa telah memenuhi
guorum atau kuota yang berlaku;

Corporate Secretary membuat berita acara rapat dengan berkoordinasi kepada Notaris;

Corporate Secretary menyimpan dokumen pada file khusus dan dicatat pada log book.
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Syarat Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPSLB)

Pengaturan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) terdapat di
dalam Bab VI Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Berdasarkan kedua ayat dalam UUPT tersebut, maka dapat dikatakan bahwa RUPSLB adalah
salah satu bentuk penyelenggaraan RUPS. Berbeda halnya dengan RUPS tahunan yang hanya
dapat diadakan setiap tahun, RUPSLB dapat diadakan kapan saja ketika kepentingan
Perseroan membutuhkannya. Sebagai contoh, apabila Perseroan ingin mengubah susunan
Direksi maupun Dewan Komisaris, mengubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu
berdirinya Perseroan, dan hal lainnya yang membutuhkan persetujuan dari para pemegang

saham Perseroan.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UUPT, Direksi memiliki fungsi dan wewenang untuk
menyelenggarakan RUPSLB, dengan didahului pemanggilan RUPS. Namun, RUPSLB juga dapat
diadakan berdasarkan permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. Pemegang
saham yang dimaksud dapat terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil (Pasal 79 ayat
(2) huruf a). Permintaan tersebut diajukan oleh pemegang saham atau Dewan Komisaris
kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Tembusan dari surat tercatat

tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal

permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka:

a. Permintaan penyelenggaraan RUPS yang diajukan oleh pemegang saham, diajukan
kembali kepada Dewan Komisaris; atau

b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.
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Jika permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan oleh Pemegang Saham kepada Dewan

Komisaris, maka Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu

paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS

diterima.

Wewenang RUPS

RUPS sebagai Organ Perseroan memiliki wewenang antara lain:

d.

b.

Menyetujui atau menolak Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

Menetapkan perhitungan alokasi laba Perusahaan untuk:

« Laba yang ditahan dan/atau dicadangkan;

 Dividen kepada Pemegang Saham;

e Bonus Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan.

Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;

Menetapkan target kinerja masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi;

Melakukan penilaian kinerja secara kolektif maupun masing-masing Dewan Komisaris dan
Direksi;

Menetapkan auditor eksternal untuk melakukan audit keuangan atas laporan keuangan
Perseroan;

Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;

Menetapkan kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan yang terkait
dengan Dewan Komisaris;

Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh
seorang Komisaris;

Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh
Direksi pada anak Perusahaan;

Mendelegasikan kepada Dewan Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang
anggota Direksi;

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan;

m. Menyetujui atau menolak Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan
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Pendelegasian Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

a.

RUPS dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Kuasa RUPS sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Anggota Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenangnya kepada anggota Dewan
Komisaris lainnya melalui Surat Kuasa dengan tidak menghilangkan sifat
pertanggungjawabannya. Anggota Dewan Komisaris dapat menugaskan hal-hal yang
berkenaan dengan kewenangannya kepada Komite-Komite.

Anggota Direksi dapat mendelegasikan wewenangnya kepada anggota Direksi lainnya
melalui Surat Kuasa dan tidak menghilangkan sifat pertanggungjawabannya.

Ketentuan, tata cara, dan prosedur rinci dari proses pendelegasian wewenang RUPS,
Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi diatur lebih lanjut dalam Board Manual
BNBR dan atau dalam kebijakan & prosedur (policy & procedures/P&P) atau standard

operating procedures (SOP) Perusahaan.

Hak Pemegang Saham

Hak-hak Pemegang Saham adalah:

a.

b.

Menghadiri RUPS dan memberikan suara pada RUPS.

Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik dari Dewan Komisaris
maupun Direksi mengenai keuangan atau hal-hal lain yang menyangkut Perusahaan
secara lengkap, tepat waktu, dan teratur.

Memperoleh pembagian laba Perusahaan (dividen) dengan tetap memperhatikan
ketentuan hukum yang berlaku bagi Perseroan.

Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktu meminta penyelenggaraan RUPS
Luar Biasa bila dipandang perlu sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan

perundangan yang berlaku.

Dewan Komisaris (BOC)

Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa
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perusahaan telah melaksanakan GCG secara konsisten. Karena fungsinya sebagai pengawas
maka Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional
Perseroan. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama
adalah setara. Komisaris Utama sebagai primus inter pares bertugas mengoordinasikan fungsi

dan kegiatan Dewan Komisaris.

Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris adalah salah satu organ penting dalam Organisasi Perseroan. Berdasarkan

Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang

meliputi:

a. Mengawasi operasional pengelolaan perusahaan serta pengambilan kebijakan oleh
Direksi agar sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan keputusan dalam RUPS.

b. Menjalankan fungsi untuk mewakili Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada
pemegang saham melalui RUPS.

c. Memberikan nasihat kepada Direksi terkait manajemen Perusahaan.

d. Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai rambu-rambu yang ditetapkan.

Selain merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan, wewenang Dewan Komisaris juga dipertegas
dalam Kebijakan Perseroan mengenai Praktik Tata Kelola Perusahaan. Kebijakan itu merinci
lebih lanjut tugas dan tanggung jawab para anggota Dewan Komisaris tersebut, yaitu:

a. Menjalankan amanat RUPS;

b. Melakukan fungsi pengawasan terhadap Direksi;

c. Memantau dan memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk dalam hal pengembangan
strategi korporat, rencana dan anggaran tahunan, kinerja serta kepatuhan terhadap
Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Menelaah serta memberikan persetujuan atas laporan tahunan sebelum disampaikan
kepada para pemegang saham melalui RUPS;

e. Memberikan saran dan masukan kepada para pemegang saham terkait kinerja Direksi

termasuk dalam pemilihan kandidat anggota Direksi.
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Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yang dibentuk

oleh Dewan Komisaris, yaitu:

a.

b.

Komite Audit (Audit Committee)
Komite Investasi & Manajemen Risiko (Investment & Risk Management Committee)
Komite Nominasi dan Remunerasi (Nomination & Remuneration Committee)

Komite Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Committee)

Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

e.

Keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari satu orang yang berperan sebagai
Komisaris Utama dan anggota Komisaris lainnya termasuk diantaranya 30% Komisaris
Independen dari seluruh jumlah Komisaris atau sedikitnya 1 (satu) orang Komisaris
Independen jika Dewan Komisaris hanya terdiri dari 2 (dua) orang.

Seluruh anggota Dewan Komisaris terdiri dari individu dengan kompetensi, pengetahuan
dan pengalaman yang luas, dan telah terasah bidangnya sehingga mendukung kegiatan
usaha Perseroan.

Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat
bertindak sendiri sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada
RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan memiliki benturan
kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam
usulan tersebut wajib diungkapkan.

Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan
dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan,
tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung; tidak
mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Dewan Komisaris, Direksi, atau
Pemegang Saham Utama Perseroan, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung

maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
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Masa Jabatan Dewan Komisaris

a.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 3 (tiga) tahun (sesuai Anggaran Dasar
Perseroan).

Dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris
sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk membela diri dalam RUPS tersebut.

Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
Masa jabatan Dewan Komisaris berakhir apabila:

i. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan

pengadilan;

ii. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
iii. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
iv. Meninggal dunia;

v. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Uraian lengkap tentang Organ Dewan Komisaris dapat dilihat juga pada Board Manual

Perseroan.

Etika Jabatan Dewan Komisaris

a.

Keteladanan

Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang melanggar norma dan etika yang berlandaskan
Pancasila dan UUD 1945, Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas
Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalisme, dan Asas Akuntabilitas.
Senantiasa Menjunjung Tinggi Integritas dan Menjaga Kerahasiaan Informasi

Anggota Dewan Komisaris dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat
pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta
yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan
Perseroan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.

Menghindari Terjadinya Benturan Kepentingan

Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mengandung benturan
kepentingan antara kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau

Pemegang Saham, dengan kepentingan ekonomi Perseroan dan mengambil keuntungan
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pribadi dari kegiatan Perseroan yang bersangkutan, selain gaji dan fasilitas yang
diterimanya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh RUPS.
d. Senantiasa Mematuhi Segenap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan
peraturan dan perundangan yang berlaku serta melanggar etika bisnis Perseroan.
e. Tidak Mengambil Keuntungan dan/atau Peluang Bisnis Perusahaan untuk Kebutuhan
Pribadi
i. Setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan yang mempunyai informasi dilarang
melakukan pembelian atau penjualan atas Efek:
® Perseroan;
e Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan.
ii. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan
Perusahaan, selain gaji dan fasilitas dan fasilitasnya yang diterimanya sebagai Anggota
Dewan Komisaris, yang ditentukan oleh RUPS.

f. Dewan Komisaris wajib tunduk kepada Kode Etik Perusahaan.

Direksi (BOD)

Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab

Direksi adalah organ Perseoran yang memegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Direksi, di
bawah pengawasan Dewan Komisaris, bertanggung jawab untuk menjalankan dan
mengendalikan operasi Perseroan sehari-hari sesuai dengan yang diamanatkan dalam

Anggaran Dasar Perseroan dan ditetapkan dalam RUPS.

Secara umum tugas dan tanggung jawab Direksi menurut Anggaran Dasar adalah mengurus
dan memelihara kekayaan Perseroan secara seksama untuk kepentingan Perseroan mencapai

maksud dan tujuannya.

Bidang Tugas
Kebijakan internal Perseroan mengenai praktik tata kelola perusahaan mengatur lebih lanjut

mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai berikut:
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Tugas Strategis:

a. Mengelola Perusahaan untuk mencapai tujuan;

b. Menetapkan anggaran tahunan, rencana usaha dan menyusun strategi bisnis;

c. Menyiapkan rencana jangka panjang;

d. Menyusun formulasi strategi dan melaporkan kepada Dewan Komisaris;

e. Menyetujui kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan strategi;

f.  Menyusun rencana bisnis dan mengusulkannya kepada Dewan Komisaris;

g. Menetapkan dan memberlakukan nilai-nilai Perusahaan;

h. Menyusun struktur organisasi;

i. Menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif;

j. Memastikan Perseroan telah menaati seluruh peraturan perundangan yang berlaku dan
prinsip GCG;

k. Tugas-tugas strategis lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Operasional:

a. Mengkaji ulang dan menyetujui Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan;

b. Memberikan Masukan kepada Chief Financial & Investment Officer (CFIO) tentang hal-hal
yang mempengaruhi Portofolio Investasi, Strategi Pengembangan Usaha, Hubungan
dengan Investor (/nvestor Relation), dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan
pengendalian unit usaha (Business Control);

c. Menetapkan nominasi dan terminasi anggota manajemen;

d. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan tahunan kepada
RUPS;

e. Memberikan laporan berkala serta laporan lainnya kepada Dewan Komisaris dan
Pemegang Saham;

f. Menjalankan pengurusan kekayaan Perseroan;

g. Menyetujui tindakan dan transaksi operasional Perseroan;

Memberikan informasi yang benar dan garansi kepada masyarakat pengguna barang dan

jasa Perseroan;
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i. Tugas-tugas operasional lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Kepatuhan dan Administratif:

a. Mengkaji ulang dan memberlakukan sistem akuntansi yang sesuai dengan peraturan yang
berlaku;

b. Menyusun pembukuan dan administrasi Perseroan;

c. Menyelenggarakan RUPS dan RUPSLB;

d. Membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah Rapat
Direksi;

e. Menjamin tidak adanya penyimpangan dalam aktivitas Perseroan;

f. Tugas-tugas legal dan administratif lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar

Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang Direksi

Selain tugas tersebut, Direksi juga berwenang untuk menjalankan kepengurusan Perseroan,

menandatangani saham, mengatur ketentuan kepegawaian, mengangkat, dan

memberhentikan pegawai Perseroan, dan mengatur mekanisme penyerahan kekuasaan

Direksi.

Sementara itu, Direksi juga memiliki pembatasan wewenang bahwa persetujuan tertulis

terlebih dahulu dari Dewan Komisaris diperlukan untuk tindakan-tindakan berikut ini, yang

nilainya sama atau lebih besar dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan, berdasarkan

Laporan Keuangan Perseroan:

a. Menerima pendanaan dari pihak lain atau memberikan komitmen berkenaan dengan
pendanaan tersebut kepada pihak lain, apabila jumlah pendanaan tersebut melebihi
jumlah yang ditetapkan dalam anggaran tahunan yang telah disetujui oleh Dewan
Komisaris;

b. Memberi pinjaman uang kepada siapapun, kecuali atau tidak termasuk pinjaman yang
mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha perdagangan;

c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg/avalist);
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Menggadaikan atau mempertanggungjawabkan harta kekayaan Perseroan, dengan
memperhatikan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menjual atau melepaskan dan/atau membeli atau memperoleh barang tidak bergerak
milik Perseroan termasuk hak-hak atas tanah;

Melakukan penyertaan dan/atau melepaskan penyertaan dalam perseroan lain, di dalam
maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
Usulan untuk mengeluarkan saham-saham dalam Perseroan;

Menetapkan anggaran tahunan, rencana-rencana usaha, penyusunan strategis bisnis
Perseroan;

Menetapkan dan/atau mengadakan perubahan struktur manajemen Perseroan
termasuk pengangkatan Chief Executive Officer.

Kewenangan lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Komposisi, Kriteria, dan Masa Jabatan Direksi

a.

Jumlah anggota Direksi sedikitnya 2 (dua) orang, salah seorang diantaranya diangkat
sebagai Direktur Utama dan bilamana perlu diangkat seorang atau lebih sebagai wakil
Direktur Utama dibawah pengawasan Dewan Komisaris.

Direksi dipimpin oleh Direktur Utama/CEO.

Seluruh anggota Direksi terdiri dari individu dengan kompetensi, pengetahuan dan
pengalaman yang luas dan telah terasah di bidangnya sehingga mendukung kegiatan
usaha Perseroan.

Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi oleh Dewan Komisaris
kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi
Perseroan. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan memiliki
benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan, maka
dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.

Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan
dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Direksi bertugas selama 3 (tiga) tahun dan

dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya berakhir.
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g. RUPS dapat memberhentikan seorang anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa
jabatannya berakhir.
h. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memenuhi
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
i. Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan:
e Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
e Meninggal dunia;
e Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
e Dinyatakan pailit atau dinyatakan berada di bawah pengampuan berdasarkan
keputusan Pengadilan;
e Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
Uraian lengkap tentang Organ Direksi dapat dilihat juga pada Board Manual Perseroan yang

berlaku.

Etika Jabatan Direksi

a. Dilarang Melakukan Transaksi Benturan Kepentingan dan Mendapatkan Keuntungan
Pribadi Tanpa Persetujuan Pemegang Saham Independen.
Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang memuat benturan kepentingan antara
kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi, mengambil keuntungan pribadi dari
kegiatan Perseroan, kecuali mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Independen
dalam RUPSLB.

b. Dilarang Melakukan Tindakan Melawan Hukum.
Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan
Anggaran Dasar serta etika bisnis Perseroan.

c. Dilarang Membuat Pernyataan Tidak Benar.
Anggota Direksi dilarang membuat pernyataan tidak benar, baik langsung maupun tidak
langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak
mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan
mengenai keadaan Emiten atau Perusahaan Publik yang terjadi pada saat pernyataan

dibuat.
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d. Dilarang Melakukan Kegiatan Usaha yang Bertentangan dengan Kepentingan Umum.
Anggota Direksi dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan
kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

e. Dilarang Melakukan Transaksi atas Efek dengan Menggunakan Informasi Orang Dalam.
Setiap anggota Direksi dari suatu Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai
“informasi orang dalam” dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek:

- Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud;

- Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik
yang bersangkutan.

f. Direksi wajib tunduk kepada Kode Etik Perseroan.

Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Antara Perseroan dengan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders) harus terjalin
hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan dan saling menghormati

berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Saham

Pemegang Saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab atas kelanjutan

Perseroan secara berkesinambungan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran

Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan hak dan

tanggung jawab tersebut, Pemegang Saham perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai

berikut:

a. Pemegang Saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung
jawabnya harus memperhatikan juga kelangsungan hidup Perseroan;

b. Perseroan harus menjamin terpenuhinya hak dan tanggung jawab Pemegang Saham atas
dasar asas kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemegang Saham, Perseroan harus senantiasa

mendorong penerapannya berdasarkan ketentuan berikut:
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a. Melindungi hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Menyelenggarakan Daftar Pemegang Saham secara tertib dan teratur sesuai dengan
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Menyediakan informasi mengenai Perseroan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi
seluruh Pemegang Saham.

d. Memberikan penjelasan yang lengkap dan informasi yang akurat mengenai
penyelenggaraan RUPS.

e. Memperlakukan Pemegang Saham secara wajar dimana pengungkapan informasi
diberikan kepada Pemegang Saham kecuali Direksi memiliki alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya.

Selain itu, dalam menjalin hubungan antara Perseroan dengan Pemegang Saham, Pemegang
Saham wajib menjalankan tanggung jawabnya selaku pemilik modal sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak
terbatas pada Pemegang Saham dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan
pribadi, keluarga, pihak lain atau kelompok usahanya dengan cara yang bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas kewajaran
dan tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi

tanggung jawab Direksi secara langsung.

Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam berinteraksi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, Perseroan harus senantiasa
menjalin hubungan dan komunikasi dan konstruktif atas dasar kejujuran dan saling
menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum. Setiap hubungan dengan pejabat
Pemerintah harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat obyektif dan wajar berdasarkan
etika perilaku bisnis, ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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Lembaga Legislatif dan Yudikatif

a. Perusahaan harus memiliki komitmen untuk mengembangkan dan memelihara hubungan
baik serta komunikasi yang efektif dengan Lembaga Legislatif dan Yudikatif yang memiliki
wewenang pada bidang operasi Perseroan dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh
hukum dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Tata Nilai Perseroan, etika perilaku
bisnis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Setiap hubungan tersebut harus dipelihara sebagai hubungan yang obyektif dan wajar
serta dilakukan dengan cara yang etis berdasarkan penerapan prinsip-prinsip GCG guna

menghindari praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Media Massa

Perseroan menjalin komunikasi dua arah yang terbuka dan bertanggungjawab untuk
meningkatkan iklim saling percaya dan saling menghargai dengan Media Massa sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mendukung terlaksananya
komunikasi yang intensif, maka Perseroan akan memberikan informasi yang relevan dan

berimbang kepada Media Massa.

Konsumen

Perseroan berupaya keras untuk menciptakan nilai nyata bagi pelanggan dengan selalu
mempertimbangkan perspektif pelanggan dan mewujudkan harapan pelanggan yang tinggi
dalam semua aktivitas bisnis Perseroan. Tetap menunjukkan integritas serta kejujuran yang
tidak tergoyahkan dalam semua tindakan pihak Perseroan, dan menjalin hubungan

kepercayaan sehingga pelanggan dapat secara sungguh-sungguh mengandalkannya.

Kreditur/Investor

Perseroan akan memperlakukan kreditur/investor secara proporsional dan professional, serta
akan menjalin komunikasi dua arah yang terbuka dan bertanggung jawab untuk
meningkatkan iklim saling percaya dan saling menghargai sesuai ikatan/perjanjian yang

disepakati serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Dalam melaksanakan hubungan dengan kreditur/investor, Perseroan mengedepankan

prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Partnership with Trust, dimana kerjasama dilaksanakan berdasarkan prinsip saling
percaya dan saling menguntungkan.

b. Transparansi, dimana Perseroan akan menyediakan informasi yang aktual dan prospektif
bagi calon kreditur/investor dan memberikan informasi secara terbuka tentang
penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur/investor.

c. Integritas, dimana Perseroan akan menjalin kerjasama dengan kreditur/investor

berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Debitur

Perseroan memiliki komitmen untuk secara terus menerus mengembangkan budaya

pelayanan yang profesional dan berkualitas dengan selalu berusaha mengutamakan kulaitas

kepuasan debitur tanpa mengabaikan kepentingan Perseroan, serta membangun hubungan

jangka panjang yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dalam melaksanakan hubungan dengan Debitur, Perseroan senantiasa berupaya untuk

mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Mengutamakan kualitas dalam setiap produk pembiayaan dan jasa konsultasi.

b. Mengutamakan kepuasan debitur.

c. Memberikan informasi yang relevan kepada debitur secara transparan, akurat dan tepat
waktu mengenai segala syarat, kondisi, hak dan kewajibannya.

d. Mematuhi setiap kesepakatan bisnis yang disusun dalam dokumen tertulis berdasarkan
itikad baik dan saling menguntungkan namun tetap dalam batas ketentuan yang berlaku.

e. Memberikan perlindungan atas hak-hak debitur guna memberikan hasil yang optimal

yang dilandasi dengan integritas yang tinggi, jujur, dan profesional.

Karyawan
Perusahaan berkewajiban untuk menetapkan remunerasi, memberikan pelatihan,
menetapkan jenjang karir, besarnya gaji, keikutsertaan dalam pelatihan dan menentukan

persyaratan kerja lainnya yang dilakukan secara obyektif, tanpa membedakan suku, asal-usul,
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jenis kelamin, agama dan asal kelahiran atau keadaan khusus lain yang dilindungi oleh

peraturan perundang-undangan serta hal-hal lain yang tidak terkait dengan kinerja.

Perseroan harus memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui oleh Karyawan
melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu. Perseroan harus memastikan
agar Karyawan tidak menggunakan nama, fasilitas atau hubungan baik Perseroan dengan
pihak eksternal untuk kepentingan pribadi Karyawan. Untuk itu Perseroan harus mempunyai
sistem yang dapat menjaga agar setiap Karyawan menjunjung tinggi standar etika dan nilai-

nilai Perseroan serta mematuhi kebijakan, peraturan dan prosedur internal yang berlaku.

Penyedia Barang dan Jasa

Perseroan dalam berinteraksi dengan Penyedia Barang/Jasa antara lain dengan pemasok dan
pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan Perseroan harus senantiasa menijalin
hubungan baik didasarkan atas dasar profesionalisme, kepercayaan, kejujuran, saling
menghormati dan memberi kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi yang
relevan sesuai hubungan bisnis dengan Perseroan sehingga masing-masing pihak dapat
membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar, kecuali dipersyaratkan lain
oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menijalin
hubungan antara Perseroan dengan Penyedia Barang/Jasa, seluruh pihak berkewajiban untuk
merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak.

Dalam melaksanakan hubungan dengan Penyedia Barang/Jasa, Perseroan harus senantiasa

mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan
yang sehat dengan memberikan perlakuan yang setara terhadap semua calon mitra bisnis
memenuhi syarat/kriteria tertentu Perseroan.

b. Transparansi, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pangadaan barang/jasa
termasuk syarat teknis administrasi, tata cara evaluasi, serta hasil evaluasi disampaikan
kepada calon mitra bisnis yang akan melakukan bisnis dengan Perusahaan.

c. Adil atau tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon
mitra bisnis secara proporsional dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan

kepada pihak tertentu dengan cara apapun.
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Masyarakat dan Lingkungan Hidup

Perseroan dalam menjalankan aktivitasnya harus senantiasa selalu memberikan perhatian
atas peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas melalui pembangunan infrastruktur
dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Perseroan dan anak perusahaan wajib mendukung segala upaya untuk meningkatkan kualitas
lingkungan hidup dengan mendorong pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan
hidup seperti renewable energy, green fund, penurunan emisi carbon, dan perlindungan flora
dan fauna serta budaya asli setempat (indigeneous).

Perseroan dan anak perusahaan harus memiliki komitemen untuk berperan dalam
pengembangan masyarakat sekitar melalui program tanggung jawab sosial Perusahaan

(Social Responsibility).

Mitra Kerja

Perseroan berupaya untuk meningkatkan iklim saling percaya, menghargai dan memupuk

kebersamaan dengan mitra kerja dengan mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Membuat kerjasama yang terbuka, berimbang dan saling menguntungkan (win-win
solution) dengan tidak melanggar pedoman, prosedur dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

b. Saling menghormati dan membangun komunikasi yang intensif dengan mitra kerja untuk
memperoleh kesepahaman yang lebih baik guna memperoleh solusi terbaik dalam rangka
pencapaian hasil yang optimal.

c. Menghindari praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) guna menjaga berlangsungnya

kerjasama yang wajar dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
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Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham

a. Prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang
mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham;

b. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan terbuka hadir dalam
RUPS Tahunan;

c. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web perusahaan terbuka paling sedikit

selama 1 (satu) tahun.

Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi serta Rapat

Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman Tata Tertib Kerja serta dalam rangka
pelaksanaan GCG, Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin mengadakan pertemuan/rapat.
Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah
mufakat. Hasil-hasil rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan
Direksi dan dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan secara baik. Uraian

tentang rapat Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pula pada Board Manual.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

b. Pemilihan calon anggota Komisaris dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang
transparan dengan mempertimbangkan keberagaman keahlian, pengetahuan,
pengalaman yang dibutuhkan, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman,
perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktunya demi kemajuan Perusahaan.

c. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat
diangkat kembali.

d. Pemberhentian sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris sebelum berakhirnya masa

jabatan harus dilakukan oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya, dengan terlebih
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dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris tersebut untuk hadir
dan membela diri dalam RUPS.

e. RUPS dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Dewan Komisaris dalam
hal mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan,
atau melalaikan kewajibannya.

f.  Dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara waktu, harus
dilaksanakan RUPS untuk mengukuhkan atau membatalkan pemberhentian tersebut.
Apabila RUPS yang dimaksud tidak terselenggara, maka pemberhentian sementara
tersebut batal demi hukum.

g. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dijelaskan lebih rinci pada Board

Manual BNBR.

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

b. Pemilihan calon anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang
transparan dengan mempertimbangkan keberagaman keahlian, pengetahuan,
pengalaman vyang dibutuhkan, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman,
perilaku, dan dedikasi serta kecukupan waktunya untuk mengelola Perusahaan.

c. Calon-calon anggota Direksi yang merupakan pejabat internal Perusahaan dapat
diusulkan oleh Dewan Komisaris melalui kajian Komite Nominasi dan Remunerasi.

d. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan
kepatutan. Calon-calon yang lulus wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum
diangkat sebagai anggota Direksi.

e. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diangkat
kembali.

f. Pemberhentian anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan
harus dilakukan oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya. Anggota Direksi dapat
diberhentikan untuk sementara waktu berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris
yang disetujui dengan suara terbanyak, dalam hal tindakan anggota Direksi

bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang
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berlaku, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan, atau melalaikan
kewajibannya.

Dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara harus
dilaksanakan RUPS untuk mengukuhkan atau membatalkan pemberhentian tersebut
dengan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan untuk
hadir dan membela diri. Apabila RUPS yang dimaksud tidak terselenggara maka
pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dijelaskan lebih rinci pada Board Manual

BNBR.

Program Pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

yang Baru

a.

Dewan Komisaris dan Direksi yang baru ditunjuk wajib diberikan program pengenalan
mengenai Perusahaan dan dilakukan sesegera mungkin setelah pengangkatannya;
Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan bagi Dewan Komisaris yang
baru berada pada Komisaris Utama, atau jika Komisaris Utama berhalangan, maka
tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan tersebut berada pada Direktur Utama
atau Wakil Direktur Utama atau Direksi yang ada;

Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan bagi Direksi yang baru berada

pada Direktur Utama, atau jika Direktur Utama berhalangan, maka tanggung jawab

pelaksanaan program pengenalan tersebut berada pada Komisaris Utama atau Wakil

Direktur Utama atau Direksi yang ada;

Program pengenalan bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang baru mencakup hal-hal

sebagai berikut:

e Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan visi dan misi, nilai-nilai dan
budaya Perusahaan, tujuan dan strategi Perusahaan, unit-unit usaha dan anak
Perusahaan, kinerja keuangan dan operasi, rencana usaha jangka pendek dan jangka
panjang, aplikasi teknologi informasi, manajemen risiko, kondisi persaingan usaha,
dan masalah-masalah strategis lainnya;

e Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta

Komite Dewan Komisaris;
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e.

e Penjelasan mengenai stakeholders utama Perusahaan dan tanggung jawab sosial
Perusahaan;

o Sistem pengendalian internal, sistem audit dan temuan-temuan audit yang belum
ditindaklanjuti secara tuntas serta kasus-kasus hukum yang melibatkan Perusahaan;

o Pelaksanaan good corporate governance di lingkungan Perusahaan.

Program pengenalan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk

presentasi/seminar/workshop, pertemuan, kunjungan ke lokasi, pengkajian dokumen,

atau bentuk lainnya yang dianggap sesuai.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

a.

Perusahaan menetapkan strategi Pengelolaan SDM sesuai dengan Strategi Bisnis
Perusahaan.

Pengelolaan SDM di perusahaan dituangkan di dalam Buku Pedoman Sumber Daya
Manusia yang disebut BNBR-HRM yang diantaranya meliputi pengembangan organisasi,
proses perencanaan SDM, seleksi dan Rekrutmen, Kompensasi dan Benefit, Program
Pengembangan SDM, Penilaian Kinerja Karyawan, dan Berakhirnya Hubungan Kerja
Karyawan.

Perusahaan menyusun program Talent Management termasuk didalamnnya
perencanaan suksesi (succession planning) dalam rangka menjamin kesinambungan
kepemimpinan jangka panjang Perusahaan sesuai perkembangan bisnis perseroan.
Perusahaan menyusun program pengembangan kepemimpinan (leadership development
program) melalui Bakrie Learning Center (BLC).

Perusahaan melaksanakan program pengembangan karir dan kepemimpinan dengan
prioritas ‘promosi dari dalam’ sehingga kaderisasi pimpinan di seluruh unit usaha
perusahaan dapat berjalan dengan baik.

Ketentuan, tata cara, dan prosedur rinci dari Pengelolaan SDM Perusahaan akan diatur
lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan atau dalam standard operating procedure

(SOP) Perusahaan.

62

Corporate Governance Manual PT Bakrie & Brothers Tbk



Proses Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Prinsip-Prinsip GCG

Implementasi Prinsip Keterbukaan (Transparency)

Keterbukaan (Transparency), yaitu Perseroan harus menjaga obyektivitas dalam

menjalankan bisnis, serta menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara

yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Implementasi prinsip keterbukaan tersebut meliputi:

a. Seluruh informasi materiil dan relevan mengenai Perseroan disampaikan secara tepat
waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diakses oleh Para Pemangku Kepentingan
sesuai dengan haknya.

b. Informasi yang harus diungkapkan oleh Perseroan meliputi pengungkapan yang tidak
terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi, kondisi keuangan, susunan dan
kompensasi Direksi dan Dewan Komisaris, Pemegang Saham mayoritas, kepemilikan
saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan
dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan
pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhan dalam
penerapannya, dan kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi
Perseroan secara proporsional.

c. Implementasi/penerapan prinsip keterbukaan informasi ditujukan agar Pemegang
Saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya dapat melihat bagaimana pengelolaan
Perseroan, proses pengambilan suatu keputusan, dan pelaksanaan pertanggungjawaban
atas keputusan yang dibuat oleh Perseroan.

d. Keterbukaan informasi tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk melindungi
informasi yang bersifat rahasia mengenai Perseroan, Manajemen Perseroan dan pihak-
pihak terkait lainnya, sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

e. Keterbukaan dalam memberi penjelasan tentang transaksi dengan pihak terafiliasi

(pihak yang mempunyai hubungan istimewa).

Implementasi Prinsip Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas (Accountability), yaitu Perseroan harus dapat mempertanggungjawabkan

kinerjanya secara transparan dan wajar.
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Implementasi prinsip akuntabilitas dilaksanakan di antaranya meliputi hal-hal sebagai

berikut:

a. Perusahaan menetapkan adanya rincian, tugas, dan tanggung jawab masing-masing
Organ Perusahaan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran dan strategi
Perseroan sehingga tercipta suatu keseimbangan kekuasaan dan pengelolaan
Perseroan secara efektif.

b. Perusahaan melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan menitikberatkan pada
peningkatan fungsi dan peran setiap Organ Perusahaan dan Manajemen sehingga
pengelolaan usaha Perseroan dapat berjalan dengan baik, dimana masing-masing pihak
yang menduduki jabatan dalam Organ Perusahaan dan Manajemen wajib memiliki
kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam
pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

c. Perusahaan memastikan adanya struktur, sistem serta kebijakan dan prosedur (policy &
procedures/P&P) atau biasanya disebut Standard Operating Procedures (SOP) yang
efektif agar dapat menjamin terselenggaranya mekanisme check and balance dalam
penerapan sistem pengendalian internal Perseroan untuk pencapaian visi, misi, dan
sasaran Perseroan.

d. Perusahaan memformulasikan ukuran kinerja dari segenap Jajaran Perusahaan
berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan corporate value,
sasaran dan strategi Perseroan serta memiliki sistem reward and punishment.

e. Perusahaan mempunyai kode etik (code of conduct) yang merupakan pedoman tertulis
tentang kesadaran etik (ethical sensibility), berpikir etik (ethical reasoning), dan
perilaku etik (ethical conduct), dalam rangka keberhasilan pelaksanaan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance).

Implementasi Prinsip Responsibilitas (Responsibility)

Perusahaan wajib berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan
terhadap Peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar, dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain kepedulian terhadap
masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perseroan dengan membuat

perencanaan dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara kesinambungan usaha
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Perseroan. Prinsip ini menjadi dasar utama Organ Perusahaan terutama Dewan Komisaris
dan Direksi dalam menjalankan kegiatan operasi Perseroan yang harus sesuai dengan
kebijakan Perseroan yang telah digariskan, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan

yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan operasi Perseroan tersebut.

Implementasi Prinsip Independensi (Independence)

Perusahaan harus dikelola secara profesional dan independen dengan menghindari

benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang
sehat, sehingga masing-masing organ Perseroan tidak saling mendominasi dan tidak dapat
diintervensi oleh pihak lain.

Implementasi prinsip independensi dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

a. Masing-masing Organ Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan
mengutamakan independensi dan obyektifitas untuk menghindari terjadinya dominasi
oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan
kepentingan (conflict of interests) sehingga keputusan yang diambil dapat dilakukan
secara obyektif;

b. Organ Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Anggaran
Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saling menghormati hak,
kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab masing-masing pihak dan keputusan

selalu diambil semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Implementasi Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan harus senantiasa memperhatikan kepentingan
pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan
kesetaraan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya, sehingga tidak ada pihak
yang dirugikan.

Implementasi prinsip kewajaran dan kesetaraan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:
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a. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar (equal treatment)
kepada Para Pemangku Kepentingan di dalam memenuhi haknya sesuai dengan manfaat
dan kontribusi yang diberikan kepada Perseroan dengan tetap memperhatikan
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada Para Pemangku Kepentingan dalam
memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta
membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup
kedudukan masing-masing;

c. Perusahaaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan Karyawan,
berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku,

agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Internal, Fungsi Audit

Eksternal, dan Fungsi Sekretaris Perusahaan

Fungsi Kepatuhan

Perseroan sebagai perusahaan terbuka dan juga beberapa bidang industri yang digeluti
perseroan merupakan industri yang diatur secara ketat (highly regulated industry) oleh
regulator, sehingga Perseroan wajib mengelola risiko kepatuhan dengan baik. Oleh karena
itu, dalam rangka pelaksanaan GCG, Perseroan harus mempunyai komitmen untuk
mengelola risiko kepatuhan, sehingga sasaran bisnis dan operasi yang telah ditetapkan
dapat dicapai tanpa melanggar peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Agar pengelolaan risiko kepatuhan dapat berjalan dengan baik, maka budaya
kepatuhan terus ditanamkan dan dikembangkan ke seluruh lini organisasi, melalui antara
lain pelatihan dan sosialisasi, kebijakan dan prosedur internal serta kode etik. Pengelolaan
risiko kepatuhan merupakan tanggung jawab dari setiap insan Perseroan.

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan agar pengelolaan risiko
kepatuhan dapat dikoordinasikan dengan baik, Perseroan wajib membentuk Divisi
Manajemen Risiko & Kepatuhan (Risk Management & Compliance) serta mengangkat salah

seorang anggota Direksi sebagai Direktur/Chief Risk Officer.
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Fungsi Kepatuhan Perseroan meliputi tindakan untuk:

a. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan
kegiatan usaha Perseroan;

b. Mengelola risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Perseroan;

c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang
dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

d. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan

kepada pemegang saham, pemangku kepentingan dan regulator.

Fungsi Audit Internal

Fungsi audit internal dilaksanakan oleh Departemen Internal Audit atau Corporate Internal
Audit (CIA) yang independen terhadap unit kerja operasional. Dalam menjalankan fungsinya,
CIA melapor langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan
Dewan Komisaris dan Komite Audit. Sesuai misinya, CIA bertujuan memberi nilai tambah
dan meningkatkan operasional Perseroan dengan melakukan penilaian atas kecukupan dan
efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola, serta
memberikan konsultasi bagi pihak internal Perseroan yang membutuhkan, terutama yang

menyangkut ruang lingkup tugas audit internal.

Rencana audit stratejik dan rencana audit tahunan disampaikan secara periodik kepada
Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit untuk
mendapatkan persetujuan saat pelaporan rencana dan realisasi kegiatan audit tahunan.
Rencana audit stratejik disusun dengan memperhatikan rencana bisnis perusahaan. Rencana
audit tahunan disusun menggunakan pendekatan audit berdasarkan risiko dengan

memperhatikan sasaran bisnis perusahaan.

Dalam melaksanakan audit internal, Departemen Internal Audit berpedoman pada Piagam
Audit Internal (Internal Audit Charter), Manual Kerja Divisi Audit Internal (Internal Audit

Guide lines) yang disusun berdasarkan Standar Internasional untuk Praktik Profesional
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Auditor Internal, serta menggunakan standar yang diterbitkan oleh The Institute of Internal
Auditors sebagai acuan ke arah global best practices.

Secara berkala pendekatan, sistem dan prosedur serta manual kerja audit disesuaikan untuk
merefleksikan perubahan dan perkembangan bisnis, Perseroan dan profesi audit internal.
Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, CIA didukung dengan sistem aplikasi dan sumber
daya yang memadai, antara lain untuk melakukan analisa pendahuluan, pemantauan secara
berkesinambungan, hingga pembuatan laporan. Selain melakukan kunjungan audit ke
masing-masing divisi dan fungsi pada perusahaan, CIA juga melaksanakan continuous
auditing untuk mengidentifikasi risiko baru atau peningkatan risiko di unit kerja secara lebih
dini. Pada setiap penyelesaian penugasan audit, CIA menyampaikan laporan hasil audit,
temuan-temuan, dan rekomendasi ke Manajemen Perseroan dan auditee untuk
ditindaklanjuti. CIA menyampaikan rangkuman laporan setiap triwulan kepada Direktur
Utama atau Wakil Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit mengenai status
rencana audit dan status tindak lanjut temuan audit oleh auditee. Hal-hal yang memerlukan
perhatian khusus dibahas dalam rapat bulanan CIA bersama Direktur Utama atau Wakil

Direktur Utama, dan Komite Audit.

Dalam menjalankan fungsinya, CIA mematuhi kode etik dan prinsip-prinsip audit internal
yaitu: Integritas, Obyektivitas, Kompetensi dan Menjaga Kerahasiaan, dan hal-hal sebagai
berikut:

a. Audit Internal wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisai lainnya
dalam perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

b. Audit Internal melakukan review dan memonitor kecukupan dan kehandalan sistem
pengendalian internal, manajemen resiko, teknologi informasi perusahaan, dan aspek
lainnya sesuai penugasannya.

c. Ketentuan lebih rinci tentang Audit Internal dapat dilihat pada Board Manual yaitu pada

“Internal Audit Charter” (Piagam Internal Audit)”.

Fungsi Audit Eksternal

Laporan Keuangan BNBR setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai

auditor eksternal yang independen. Sesuai keputusan RUPS Tahunan, penunjukan KAP
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dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Penunjukan KAP dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain bahwa KAP tersebut

tidak memberikan jasa lain kepada BNBR pada tahun tersebut sehingga terhindar dari

kemungkinan benturan kepentingan, dan tidak melakukan pekerjaan audit atas Laporan

Keuangan BNBR lebih dari 6 (enam) tahun buku berturut-turut, atau tidak lebih dari 3 (tiga)

tahun buku berturut-turut untuk Partner yang menandatangani laporan audit. Selain itu,

KAP yang ditunjuk juga harus memenuhi persyaratan BNBR terkait dengan kompetensi

profesionalnya.

Beberapa ketentuan tentang eksternal audit antara lain adalah:

a. Audit Eksternal dapat dilakukan oleh Akuntan Publik, Regulator, dan auditor independen
lainnya sesuai dengan penugasannya.

b. Jenis audit yang dilakukan oleh eksternal audit dapat beragam, meliputi jasa Audit atas
Laporan Keuangan, Jasa Atestasi, Jasa Akuntan dan Review, Audit untuk Tujuan
Tertentu, dan jenis audit lainnya.

c. Ekternal audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik harus mengacu kepada Standar
Profesional Akuntan Publik, dan audit yang dilakukan oleh Regulator atau eksternal
auditor lainnya harus mengacu kepada norma dan standar audit serta ketentuan dan

perundangan yang berlaku.

Fungsi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penerapan GCG BNBR
terutama yang menyangkut pelaksanaan keterbukaan informasi, serta memastikan agar
BNBR mematuhi ketentuan dan peraturan pasar modal yang berlaku. Sekretaris Perusahaan
dibentuk untuk memelihara citra BNBR dan melindungi kepentingan BNBR melalui
terbentuknya komunikasi dan hubungan yang baik dengan segenap stakeholders melalui
berbagai aktivitas hubungan masyarakat dan mewakili Direksi dalam hal yang berhubungan
dengan komunikasi eksternal, khususnya kepada investor, masyarakat pasar modal dan

pemegang saham.
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Sekretaris Perusahaan memberikan saran-saran kepada Dewan Komisaris dan Direksi

apabila diperlukan dan menjalankan berbagai kegiatan untuk mendukung Dewan Komisaris

dan Direksi termasuk korespondensi, protokoler, dan kelogistikan.

Fungsi Pokok Sekretaris Perusahaan antara lain yaitu:

a. Mewakili Direksi dalam hubungannya dengan pihak luar, khususnya investor,
masyarakat pasar modal, lembaga-lembaga terkait, dan pemegang saham.

b. Memantau kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan tentang pasar
modal.

c. Mendukung penyelenggaraan Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris agar sesuai
dengan anggaran dasar dan peraturan lainnya.

d. Melakukan aktivitas yang mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan terutama
menyangkut kinerja Perseroan melalui komunikasi kepada pihak-pihak yang

berkepentingan.

Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan

sistem pengendalian internal di BNBR. Penerapan manajemen risiko dan sistem

pengendalian internal BNBR mencakup:

a. Pelaksanaan secara konsisten oleh Direksi dan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris.

b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan runag-lingkup penerapannya.

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran/penilaian, mitigasi, pemantauan, dan
pengendalian risiko.

d. Sistem pengendalian internal yang komprehensif.

e. Sistem informasi pengendalian internal dan manajemen risiko yang memadai.

Penerapan manajemen risiko perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Direksi harus menetapkan sistem manajemen risiko yang meliputi seluruh aspek risiko
yang relevan bagi perusahaan yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan

Perusahaan.
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b. Direksi dan seluruh karyawan bertanggung jawab menggunakan pendekatan

manajemen risiko dalam melakukan kegiatannya (business process) sesuai dengan batas
kewenangan dan uraian tugas (job description) masing-masing.

Dalam menerapkan manajeman risiko, Perusahaan sekurang-kurangnya memperhatikan
keselarasan antara strategi, proses bisnis, SDM, keuangan, teknologi, dan lingkungan,
dengan tujuan Perusahaan.

Ketentuan, tata cara, dan prosedur rinci dari pelaksanaan manajemen risiko di
lingkungan perusahaan akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan atau

dalam standard operating procedure (SOP) perusahaan.

Penerapan manajemen risiko perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.

Direksi harus menetapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk tujuan
meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan, mengamankan investasi/aset
dan sumber daya perusahaan, kehandalan pelaporan khususnya pelaporan keuangan,
serta meningkatkan ketaatan kepada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Audit Internal melakukan penelaahan terhadap kecukupan dan kehandalan sistem
pengendalian internal perusahaan termasuk dalam penyusunan Laporan Keuangan
Perusahaan.

Ketentuan, tata cara, dan prosedur rinci dari pelaksanaan pengendalian internal di
lingkungan perusahaan akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan atau
dalam standard operating procedure (SOP) perusahaan.

Fungsi Kepatuhan Perusahaan (Compliance Department) dan/atau CIA dapat melakukan
penilaian dan pengujian kehandalan terhadap pengendalian internal perusahaan serta

memberikan rekomendasi perbaikannya jika diperlukan.

Perseroan harus menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara

efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas usaha serta

kemampuan Perseroan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana

ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku maupun dengan mengacu kepada

best practices.
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Rencana Strategis Perseroan

Penyusunan Rencana Kerja oleh Direksi dilakukan secara realistis, komprehensif, dan
terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta kesesuaian dengan visi dan misi
Perseroan. Penyusunan Rencana Kerja didasari oleh strategi Perseroan dan didukung
dengan berbagai analisis seperti analisis makro (dunia dan regional serta Indonesia) dan
mikro, analisis SWOT dan analisa kompetitor, serta pertimbangan atas kondisi eksternal dan
internal, maupun kondisi sektor—sektor industri dimana perseroan dan anak usahanya
berada. Strategi bisnis dalam Rencana Kerja dirumuskan melalui serangkaian diskusi yang
melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan jajaran Manajemen lainnya, sebelum akhirnya
diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Untuk memastikan
realisasi rencana yang telah disusun, pencapaian target jangka menengah dan target jangka
pendek senantiasa dimonitor secara berkala. Penyampaian Rencana Kerja Perseroan kepada
berbagai jenjang organisasi di Perseroan dan melaksanakan rencana yang ada di dalamnya
secara efektif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
e Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan visi, misi dan strategi bisnis Perseroan secara
berkala ke berbagai jenjang organisasi.
e Melakukan rapat bulanan dan rapat periodik untuk mengevaluasi pencapaian target
bisnis Perusahaan.
e Memantau realisasi Rencana Kerja setiap triwulan.
e Mendistribusikan Rencana Kerja Perseroan serta realisasi triwulanannya kepada seluruh

Departemen pada Perseroan.

Beberapa hal penting dalam perencanaan perusahaan:

a. Perusahaan menyusun rencana jangka panjang perusahaan atau Bakrie & Brothers
Strategic Planning (BNBR-SP) untuk lima tahun ke depan yang mencakup penetapan
tentang latar belakang, visi, misi, tujuan dan sasaran Perusahaan, struktur organisasi dan
susunan keanggotaan Komisaris dan Direksi serta perkembangan Perusahaan 5 (lima)
tahun terakhir dan strategi investasi perusahaan di dalam situasi di mana perusahaan
bertindak sebagai perusahaan investasi.

b. Perusahaan menyusun rencana kerja tahunan atau Bakrie & Brothers Annual Plan

(BNBR-AP) yang merupakan penjabaran dari BNBR-SP yang mencakup berbagai program
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kegiatan tahunan yang lebih rinci yang diantaranya meliputi Rencana Kerja Perusahaan,
Anggaran (Budget) Perusahaan, Tingkat Kinerja Perusahaan dan hal-hal lain yang
memerlukan keputusan RUPS.

Perusahaan secara reguler melakukan monitoring BNBR-SP dan BNBR-AP dengan
memperhatikan dinamika dan perkembangan lingkungan bisnis Perusahaan.

Mekanisme pelaksanaan dan monitoring BNBR-SP dan BNBR-AP untuk perusahaan-
perusahaan tujuan investasi (investee) yang berupa perusahaan terbuka dilakukan
melalui mekanisme yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam
pasar modal.

Ketentuan, tata cara, dan prosedur rinci dari proses penyusunan Perencanaan
Perusahaan akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan atau dalam standard

operating procedure (SOP) perusahaan.

Pengelolaan Keuangan

a.

Keuangan Perseroan harus dikelola secara profesional, transparan, efisien, efektif,
responsibel, dan akuntabel dengan mempertimbangkan risiko, serta menggunakan
prinsip konservatif dan kehati-hatian.

Direksi bertanggung jawab untuk:

e Menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang
berlaku umum dilokasi operasi perseroan serta anak usahanya.

e Meningkatkan dan memaksimalkan nilai Perusahaan dengan melakukan program
kerja yang menghasilkan pertumbuhan pendapatan, peningkatan marjin,
peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya Perseroan yang
dilandasi prinsip sadar biaya (cost consciousness).

Penyusunan anggaran dilakukan melalui koordinasi antar Divisi dan fungsi untuk

mensinergikan usulan anggaran setiap Divisi dan fungsi Perseroan.

Penetapan anggaran harus memberikan motivasi untuk bertumbuh (organic maupun

unorganic) namun tetap realistis dan achievable, serta mempertimbangkan kebutuhan,

sumber daya Perseroan, keterbatasan-keterbatasan, serta analisis peluang pasar

terhadap kemungkinan pencapaiannya.
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e. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan analisis terhadap perbedaan-perbedaan
(variance) yang terjadi dilakukan secara berkala pada masing-masing divisi dan/atau
Perseroan secara menyeluruh.

f. Perseroan menetapkan kebijakan yang jelas dalam hal pelimpahan wewenang
pemberian otorisasi terhadap pengeluaran uang.

g. Kegiatan Perseroan dilaksanakan dengan mengacu kepada anggaran yang telah
ditetapkan. Kegiatan Perseroan di luar anggaran yang telah ditetapkan harus dilaporkan
kepada Dewan Komisaris.

h. Setiap Kepala Divisi dan Departemen harus mempertanggungjawabkan pengelolaan
keuangan pada divisinya atau departemennya masing-masing.

i. Pemantauan pengelolaan keuangan oleh Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris.

j. Perusahaan harus memiliki sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang
sesuai dengan prinsip usaha yang sehat dan transparan.

k. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan memperhatikan pemisahan tugas (segregation
of duties) antara fungsi verifikasi, pencatatan dan pelaporan, penyimpanan dan
penyetoran dana serta otorisasi.

|.  Dewan Komisaris harus memastikan bahwa transaksi yang memerlukan persetujuannya,
telah diotorisasi.

m. Ketentuan, tata cara, dan prosedur rinci dari Pengelolaan Keuangan Perusahaan akan
diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan atau dalam standard operating

procedure (SOP) perusahaan.

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Laporan
pengawasan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan
dan dilampirkan dalam laporan tahunan perseroan.

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas

pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip GCG.
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Pertanggungjawaban Direksi
i. Direksi menyusun pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan dalam bentuk laporan
tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan Perseroan dan
laporan pelaksanaan GCG.
ii. Laporan Tahunan harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, adapun Laporan
Keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS.
iii. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas

pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip GCG.

Penilaian Kinerja Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

a. Pemegang Saham menilai kinerja Perusahaan, kinerja Dewan Komisaris dan kinerja
Direksi melalui mekanisme RUPS.

b. Dewan Komisaris menetapkan indikator penilaian kinerja untuk masing-masing Direksi
dan mengkomunikasikannya kepada Direksi yang bersangkutan dan Pemegang Saham.

c. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk
menilai kinerja Dewan Komisaris.

d. Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris,
diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan.

e. Ketentuan, tata cara, dan prosedur rinci dari pelaksanaan penilaian kinerja di
lingkungan perusahaan akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, Board

Manual BNBR dan atau dalam standard operating procedure (SOP) perusahaan.

Nominasi dan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Komite Nominasi dan
Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai nominasi dan
remunerasi Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Dewan Komisaris atau
Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi

dalam proses Nominasi anggota Direksi.
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Prosedur Nominasi Dewan Komisaris:

a. Calon anggota Dewan Komisaris yang berasal dari internal maupun eksternal Perseroan
diajukan oleh Direksi kepada Komite Nominasi dan Remunerasi;

b. Selain calon yang diajukan oleh Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat juga
melakukan seleksi calon anggota Dewan Komisaris dari eksternal Perseroan;

c. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi mengenai calon anggota

Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Perumusan sistem remunerasi Dewan Komisaris Perseroan didasari prinsip-prinsip:
a. Sesuai peraturan perundangan di bidang perpajakan dan ketenagakerjaan yang berlaku;
b. Asas keterbukaan, keseimbangan internal serta kompetitif dengan perusahaan lain di

luar Perseroan.

Nominasi dan Remunerasi Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan memberikan rekomendasi kepada Dewan

Komisaris mengenai remunerasi dan nominasi bagi Direksi untuk dapat disampaikan kepada

RUPS.

Prosedur Nominasi Direksi:

a. Calon anggota Direksi diutamakan berasal dari internal Perseroan;

b. Calon anggota Direksi tersebut di atas diajukan oleh Direksi kepada Komite Nominasi
dan Remunerasi;

c. Selain calon internal, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat juga melakukan seleksi
calon anggota Direksi dari eksternal Perseroan;

d. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi mengenai calon anggota

Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Perumusan sistem remunerasi didasari prinsip-prinsip:

a. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan ketenagakerjaan yang
berlaku.

b. Asas keterbukaan, keseimbangan internal serta kompetitif dengan perusahaan lain di

luar Perseroan.
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Perseroan memberikan remunerasi yang berbeda bagi anggota Direksi Perseroan yang
berkinerja terbaik.
Penetapan remunerasi menganut asas “pay for performance” dimana Perseroan

menghargai anggota Direksi sesuai kontribusinya terhadap Perseroan.

Ketentuan, tata cara, dan prosedur rinci dari proses nominasi dan remunerasi bagi Dewan

Komisaris dan Direksi akan diatur lebih lanjut dalam Piagam Komite Nominasi dan

Remunerasi PT Bakrie & Brothers Tbk (Board Manual yang berlaku).

Pengelolaan Aset Perseroan

a.

Direksi menetapkan kebijakan umum dan peraturan mengenai pengelolaan asset yang
berlaku standar di seluruh Perusahaan dan unit usahanya.

Direksi menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan setiap aset.
Ketentuan, tata cara, dan prosedur rinci dari pengelolaan asset perusahaan akan diatur
lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan atau dalam standard operating procedure

(SOP) perusahaan.

Pengelolaan Investasi

a.

Perusahaan menetapkan strategi pengelolaan investasi dengan memperhatikan tingkat
keuntungan (profitability) dan kesinambungan perusahaan (sustainability).

Penetapan strategi pengelolaan investasi harus dilakukan sejalan dengan strategi dan
perencanaan jangka panjang (BNBR-SP) dan rencana jangka pendek (BNBR-AP)
perseroan.

Ketentuan, tata cara, dan prosedur rinci dari pengelolaan investasi perusahaan akan
diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan atau dalam standard operating

procedure (SOP) Perusahaan.

Pengadaan Barang dan Jasa

a.

Pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka,

bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
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b. Pengadaan barang dan jasa sedapat mungkin harus dapat meningkatkan sinergi diantara
Kelompok Usaha Bakrie, penggunaan produksi barang dan jasa dalam negeri,
meningkatkan peran serta usaha kecil/koperasi, sepanjang dapat memenuhi prinsip-
prinsip dasar pengadaan barang dan jasa.

c. Direksi menetapkan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan
ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku serta prinsip pengendalian yang
memadai.

d. Ketentuan, tata cara, dan prosedur rinci dari Pengadaan barang dan jasa di lingkungan
perusahaan akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan atau dalam standard

operating procedure (SOP) Perusahaan.

Kode Etik dan Kebijakan Perilaku Bisnis

Dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan perusahaan, Direksi dan semua karyawan terikat
pada Kode Etik Perseroan yang berlaku untuk level apapun, dan dimanapun mereka berada
baik di dalam maupun di luar negeri, dan semua badan hukum yang sahamnya dimiliki

seluruhnya atau sebagian oleh Perseroan.

Hal yang perlu diperhatikan terkait Kode Etik & Perilaku Bisnis:

a. Direksi wajib membuat suatu pedoman tentang budaya kerja dan perilaku etis (Code
of Conduct) yang memuat nilai-nilai etika berusaha.

b. Setiap insan perusahaan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang dibangun dalam
perusahaan.

c. Ketentuan lebih rinci tentang budaya kerja dan etika dapat dilihat pada Lampiran Buku
Pedoman ini yaitu pada; “Kode Etik Bakrie & Brothers” dan “Kebijakan Perilaku Bisnis

Bakrie & Brothers”.

Kode Etik

a. Aktivitas terlarang; yang tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh Direksi atau karyawan
Perseroan, antara lain pemberian hadiah, pembayaran komisi, pembayaran kontribusi
politis.

b. Kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan perusahaan.
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Pengarsipan dan penggunaan aset yang layak.

Kompensasi untuk agen dan lainnya; harus dilakukan secara tertulis dan wajar.

Benturan kepentingan; tidak menempatkan diri pada situasi secara langsung maupun
tidak langsung yang dapat memberi pengaruh pada keuntungan pribadi, keluarga atau
lainnya atas biaya Perseroan dan anak perusahaan.

Tidak diperbolehkan memberikan pelayanan kepada pihak lain.

Menolak pemberian dan hiburan apabila terdapat kemungkinan mempengaruhi
kepentingan Perseroan dan anak perusahaan.

Biaya dinas wajib dilaporkan kepada Perseroan secara jujur.

Menjaga kerahasiaan Perseroan dan anak perusahaan.

Perlindungan atas kepentingan perusahaan.

Mengendalikan tingkah laku pribadi.

Menghindari penyalahgunaan obat dan alkohol.

. Bekerjasama dengan Auditor dan penasihat hukum.

Pelanggaran Kode Etik harus dilaporkan kepada Direksi Perseroan.

Pengarahan atas kepatuhan.

Kebijakan Perilaku Bisnis

Perseroan memiliki pedoman perilaku bisnis yang berlaku sama bagi seluruh manajemen

dan karyawan Perseroan. Pedoman perilaku bisnis ini mengatur hubungan antara karyawan

dan perusahaan, antara karyawan, konsumen, pemasok, pemegang saham, pemerintah dan

masyarakat.

Beberapa hal pokok yang diatur dalam Pedoman Perilaku:

a.

Penyimpangan Catatan Keuangan

Prinsip kewajaran harus diterapkan dalam melakukan pembukuan dan pencatatan
mengenai penerimaan dan pengeluaran Perseroan serta menghindari penyampaian
catatan dan pembukuan palsu atau yang bersifat menyesatkan publik, regulator dan

investor secara luas.
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b. Pembayaran Tidak Patut
Segala kegiatan pembayaran atau pengalihan aset Perseroan harus mendapat
persetujuan dari pihak berwenang dan harus digunakan dengan semestinya sesuai
tujuan yang tercantum dalam dokumen penunjang.

c. Penerimaan Pembayaran
Anggota Direksi dan karyawan Perseroan dilarang untuk meminta pembayaran atau
imbalan jasa dalam bentuk apapun, serta hadiah dalam bentuk tunai dan lainnya, baik
secara langsung maupun tidak langsung.

d. Hiburan Bisnis
Penerapan disiplin dan standar etika yang tinggi dalam menerima segala pendekatan
atau upaya jalinan hubungan dengan pemasok, pelanggan atau pihak lain yang sedang
dan bermaksud mengadakan hubungan bisnis dengan Perseroan.

e. Benturan Kepentingan
Anggota Direksi dan karyawan Perseroan dilarang melakukan investasi, asosiasi atau
hubungan apapun yang akan atau dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi
yang bersangkutan dalam mengambil keputusan penting terkait Perseroan. Direksi dan
karyawan diminta menghindari segala bentuk kepentingan dalam hubungan finansial
dengan para pemasok, kontraktor, pelanggan atau relasi bisnis, maupun hubungan
nonfinansial yang berasal dari hubungan keluarga.

f. Angket Tahunan
Perseroan mengharuskan Direksi dan karyawan tertentu untuk mengisi angket dan
menandatanganinya setiap tahun sebagai masukan tentang ketaatan terhadap kebijakan

diatas.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Larangan Perseroan melakukan transaksi benturan kepentingan mengacu kepada Kebijakan
Perilaku Bisnis yang merujuk pada Peraturan OJK Nomor 42/P0OJK.04/2020 tanggal 2 Juli
2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, serta peraturan

perundangan lainnya, dan Anggaran Dasar.
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Transaksi Material

Ketentuan Perseroan mengenai penentuan nilai materialitas suatu transaksi, ketentuan
mengenai kewajiban untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS atas rencana
transaksi material, dan obyek transaksi material mengacu pada Peraturan OJK Nomor
17/P0OJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan

Usaha Utama.

Keterbukaan Informasi

Sesuai dengan ketentuan pedoman tata kelola milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

ketentuan peningkatan pelaksanaan informasi wajib dilakukan untuk mendukung

terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.

a. Perusahaan terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas
selain situs web sebagai media keterbukaan informasi;

b. Laporan tahunan perusahaan terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam
kepemilikan saham Perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain
pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka

melalui pemegang saham utama dan pengendali.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Social Responsibility)

Salah satu implementasi prinsip responsibility diterapkan dalam bentuk tanggung jawab
social Perseroan yang disebut dengan Social Responsibility (SR). SR merupakan klaim agar
Perseroan tak hanya bertanggungjawab menjalankan bisnis Perseroan untuk kepentingan
para pemegang saham, tapi juga untuk kesejahteraan pihak pemangku kepentingan dalam
praktik bisnis, yaitu investor, media massa, kreditur, debitur, karyawan, mitra kerja,
masyarakat dan lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan SR
diharapkan menjadi strategi jangka panjang manajemen Perseroan dalam menciptakan
nama baik Perseroan dan berkaitan erat dengan moral dan etika bisnis Perseroan dan
komponen di dalamnya. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan dapat

membantu mewujudkan praktek SR, karena implementasi dari penerapan GCG di dalam
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Perseroan tersebut yang akan mendorong untuk mengelola Perseroan secara benar

termasuk mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya.

a. Direksi menetapkan dan menjalankan program perusahaan yang terkait dengan
tanggungjawab sosial perusahaan (social responsibility/SR) secara periodik dan
melaporkannya kepada Dewan Komisaris serta Pemegang Saham.

b. Direksi harus memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Ketentuan, tata cara, dan prosedur rinci dari pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan/atau dalam
standard operating procedure (SOP) Perusahaan.

d. Direksi harus memastikan bahwa Perusahaan secara periodik menyusun Laporan

Keberlanjutan (Sustainability Report) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemantauan Pelaksanaan Praktik GCG di Perseroan

Praktik GCG dilaksanakan diberbagai lini Perseroan dan dibina serta dipantau oleh Dewan
Komisaris yang dibantu oleh Komite Tata Kelola Perusahaan terhadap efektivitas penerapan
praktik GCG di Perseroan sebagai upaya meningkatkan nilai Pemegang Saham. Selain itu
memberikan rekomendasi peningkatan penerapan GCG di Perseroan sesuai dengan asas-

asas GCG.

Ketentuan dalam pemantauan praktik GCG di Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan harus secara aktif mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip GCG
dan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapannya.

b. Pemegang Saham melalui RUPS ikut berpartisipasi dalam melaksanakan penerapan GCG
sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

c. Ketentuan, tata cara, dan prosedur rinci dari pelaksanaan Pemantauan Ketaatan GCG di
lingkungan perusahaan akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan atau
dalam standard operating procedure (SOP) Perusahaan.

d. Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG, Perseroan secara

berkala melakukan self assessment secara komprehensif terhadap pelaksanaan GCG di
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Perseroan yang menyangkut 11 (sebelas) aspek penilaian sebagaimana diatur di dalam
Peraturan Bapepam-LK. Sebelas aspek penilaian tersebut adalah:

1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

N

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

w

Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas Komite;

N

Penanganan benturan kepentingan;

A U

Penerapan fungsi Internal Audit;

~

Penerapan fungsi Eksternal Audit;

00

)

)

)

)

) Penerapan fungsi kepatuhan Perseroan;

)

)

) Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal;
)

9) Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar
(large exposur)
10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan, Laporan pelaksanaan
GCG dan Laporan internal;
11) Rencana Strategis Perseroan.
e. Perseroan juga secara rutin mengikuti proses penilaian penerapan GCG oleh pihak

independen seperti mengikuti CGPI (Corporate Governance Perception Index) Award

atau proses penilaian dari pihak independen lainnya.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Wishtleblowing System)

Sebagai wujud komitmen Perseroan untuk menyediakan sistem bagi penegakan prinsip-
prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, sehingga menciptakan situasi kerja yang
transparan dan bertanggungjawab, Perseroan menyusun dan menerapkan Sistem Pelaporan
Pelanggaran (Whistleblowing System) dalam rangka memberikan kesempatan kepada
segenap karyawan Perseroan dan pihak eksternal lainnya untuk dapat menyampaikan
laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan
yang baik, serta nilai-nilai etika yang berlaku kepada Perseroan, berdasarkan bukti-bukti
yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Perseroan.
Dengan adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran, maka diharapkan potensi terjadinya
pelanggaran di Perseroan dapat dicegah dan dideteksi. Whistleblowing System menjadi

bagian dari sistem pengendalian internal di Perseroan dalam mencegah praktik
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penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik good governance.
Sistem pelaporan pelanggaran atau Whistleblowing System dianggap sebagai salah satu cara
yang paling aman, efektif, dan efisien untuk mencegah praktik usaha yang bertentangan
dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pelapor adalah setiap orang, baik
pihak internal maupun eksternal Perseroan (pihak ketiga atau mitra kerja), yang melihat
dan/atau mendengar secara langsung adanya indikasi tindak pelanggaran yang dilakukan
oleh karyawan maupun pimpinan Perseroan dengan memiliki bukti-bukti awal yang dapat
ditindaklanjuti, dan melaporkannya melalui mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran
(Whistleblowing System) yang berlaku di Perseroan.

Ketentuan, tata cara, dan prosedur rinci dari pelaksanaan Sistem pelaporan Pelanggaran di
lingkungan perusahaan akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan atau dalam

standard operating procedure (SOP) Perusahaan.
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Proses Corporate Governance Terkait Pengelolaan Anak
Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, serta Hubungan dengan
Stakeholders

Hubungan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi

a.

Perusahaan melakukan penilaian kinerja Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi dengan
didasarkan kepada aspek keuangan dan non keuangan dengan memperhatikan jenis
industri Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi dan kesesuaian nilai-nilai etika usaha
yang di terapkan oleh Perusahaan.

Keputusan, peraturan, dan kebijakan yang diambil oleh Anak Perusahaan/Perusahaan
Afiliasi harus sejalan dan sinergi dengan keputusan, peraturan, dan kebijakan Induk
Perusahaan.

Dengan memperhatikan rencana jangka panjang Perusahaan, setiap Anak
Perusahaan/Perusahaan Afiliasi dituntut untuk dapat tumbuh lebih besar, menciptakan
peluang pasar baru, dan inovatif dalam pengembangan produk dan jasanya.
Pengembangan usaha Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi dapat pula dilakukan
dengan cara melakukan akuisisi baik secara sendiri maupun bekerja sama dengan mitra
stategis, yang bertujuan memperkuat dan membentuk sinergi dengan sektor usaha
yang telah ada.

Transaksi Inter-company antara Perusahaan dan Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi
serta sesama Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi didasarkan pada prinsip-prinsip
usaha yang wajar (arm-length transaction).

Hubungan Perusahaan dengan Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi yang merupakan
perusahaan publik (perusahaan terbuka) harus mengacu kepada ketentuan dan

perundangan yang berlaku di pasar modal.

Pengelolaan Hubungan dengan Para Pemangku Kepentingan

Perseroan (Stakeholders)

Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya dari Pedoman Corporate Governance ini,

antara Perseroan dengan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholders) harus terjalin

hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan dan saling menghormati

berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan hubungan dengan Stakeholders:
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Stakeholders

Value Based Management

Perusahaan harus mengembangkan manajemen berbasis nilai (value-based

management) yang bercirikan:

e Mengaitkan strategi dan kemampuan Perusahaan dengan kinerja keuangan.

e Memusatkan Kemampuan Perusahaan (Organizational Capabilities) dan proses-
proses yang diterapkan pada penciptaan nilai dan peluang bagi Perusahaan, atas
dasar pilihan-pilihan strategis terbaik dan mengimplementasikan keputusan dengan
sebaik-baiknya.

e Memusatkan perhatian pada return on equity dalam aktivitas Perusahaan.

e Mengupayakan kegiatan atau proses bisnis secara efektif (do the rights things) dan
efisien (in the right way).

e Melakukan analisis penciptaan nilai pada tingkat produk/transaksi/proyek maupun
pada tingkat portfolio/korporat.

e Mengaitkan kompensasi dengan nilai kinerja yang dihasilkan (performance-based

compensation).

Perusahaan Menghormati Hak-Hak Para Stakeholders

Perusahaan menghormati hak-hak Stakeholders antara lain memberikan informasi yang
relevan, transparan dan setara kepada pemegang saham dan investor serta kepada
publik; turut aktif dalam kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR);
menyediakan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh karyawan;
memenuhi kewajiban kepada Pemerintah dan Regulator; serta memenuhi hak-hak

Stakeholders lainnya.

Memiliki Cara dan Sarana Berkomunikasi dengan Stakeholders

Perusahaan memiliki cara dan sarana dalam berkomunikasi untuk menyampaikan
informasi serta untuk menerima masukan dan saran dari Stakeholders. Perusahaan
mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan dengan pemegang saham atau

investor melalui situs web.
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Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, serta Hubungan dengan

Stakeholders

d. Penghubung Antara Perusahaan dengan Para Stakeholders

Perusahaan menunjuk Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), Head of Corporate

Communications dan/atau pihak lain sebagai penghubung antara Perusahaan dengan

para Stakeholders.

e. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan Melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan

Menurut pedoman tata kelola perusahaan milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

peningkatan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan

dilakukan dengan:

Vi.

Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading;
Perusahaan terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud policy;
Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan
kemampuan pemasok atau vendor;

Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur;
Perusahaan terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing; dan

Perusahaan terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada

Direksi & karyawan.
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Penutup

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Manual) ini digunakan sebagai
acuan utama dalam tata kelola perusahaan oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris,
Direksi, dan Karyawan.

2. Etika Usaha dan Tata Perilaku yang mengatur hubungan Perusahaan dengan
stakeholders serta tata perilaku insan PT Bakrie & Brothers Tbhk diatur di dalam “Kode
Etik Bakrie & Brothers” (Code of Conduct) dan “Kebijakan Perilaku Bisnis Bakrie &
Brothers” (Business Conduct Policy).

3. Laporan pemantauan efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan disampaikan kepada
Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

4. GCG merupakan suatu sistem yang menjamin pengelolaan yang baik dalam penentuan
dan pencapaian tujuan Perseroan sehingga wajib diterapkan secara konsisten.
Sehubungan dengan pelaksanaan GCG, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Membangun komitmen, keterlibatan langsung (involvement) serta kepemimpinan
dan keteladanan dari Dewan Komisaris dan Direksi.

b. Mengembangkan dan menerapkan secara konsisten Tata Nilai Perseroan (Corporate
Values) dan Budaya Perseroan (Corporate Culture) yang baik sebagai landasan untuk
mengarahkan dan mengembangkan pola pikir dan perilaku;

c. Menciptakan iklim berorganisasi dan berusaha yang sehat;

d. Melaksanakan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku.

5. Agar pelaksanaan GCG dapat berjalan efektif, diperlukan proses keikutsertaan semua
pihak dalam Perseroan. Untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut:

a. Membangun pemahaman, kepedulian, dan komitmen untuk melaksanakan GCG oleh
semua Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham pengendali ,
dan semua karyawan Perseroan.

b. Melakukan kajian terhadap kondisi Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan
GCG dan tindakan korektif yang diperlukan.

c. Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GCG Perusahaan.

d. Melakukan internalisasi pelaksanaan GCG sehingga terbentuk rasa memiliki dari
semua pihak dalam Perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GCG

dalam kegiatan sehari-hari.
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e. Melakukan penilaian sendiri (self assessment) atau dengan menggunakan jasa pihak
eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GCG secara
berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam Laporan Tahunan
dan dilaporkan dalam RUPS tahunan.

6. Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini akan ditelaah dan dimutakhirkan secara berkala
untuk disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan serta perubahan lingkungan usaha.
7. Permintaan perubahan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dapat dilakukan oleh

Pemegang Saham, Dewan Komisaris atau Direksi.

8. Setiap perubahan atas Tata Kelola Perusahaan dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan Direksi dan Komisaris dan disampaikan kepada Pemegang Saham.
9. Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh

Dewan Komisaris dan Direksi.

10. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini tetap mengacu

pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, diharapkan PT Bakrie & Brothers
Tbk dapat bersaing secara efisien, efektif, dan sehat serta selalu dapat meraih dan
mempertahankan posisi terdepan dalam iklim persaingan yang semakin ketat, sehingga

dapat menggapai visi, misi, dan tujuan Perusahaan.
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Kode Etik Perseroan

A R 3 e o Y . - s

Tandatangan

SAYA TELAH MEMBACA, MEMAHAMI DAN
MENYETUJUI UNTUK MEMENUHI SEMUA
PERSYARATAN YANG TERCANTUM DALAM KODE
ETIK INL.

Nama lengkap : Sulanto

Jabatan : Komisaris Utama & Komisaris Independen

Tanggal 17 Juni 2019

T R B 1465z MM e SO

T PENBAHULUAN £ BENTURAN KEPENTINGAN Perecnala, sarta infomas! MEngenai 43, kompensasl dan wnjangan lsinnya

Fode Elik ini berlaku bagi semua Dewsn Kemisana, Direksi dan karyewen PT
Bakie & Brothers Tok ('BNBR'| dan Uné Ussha dievel manapun memsks
beraita, baik cidalam mavpur of kisr negen, dan samua badan hukum yang
sahemnys dimiiki clen BNBR. Dalam hal Unit Usaha di mana BNBR fidak
memiliki saham lebin dari 50 parsen, maka para wall BNBR aken bensahs
sabaik-baiknya wuntuk memantay agakah Kode EN, ini diperuhi.

AKTIVITAS TERLARANG.

Tindakan berikut inl diangaap fitak dibenarkan, diarang clsh Keda EG ini dan

dalam bebaraps hal menupakan fimdaan kimral yeng ipal dkenaken

i dengan 9 g g ek

a)  Pembesion hadiah, hburan atau keunlingan senge lannye, kecuel
selsun mash cslam bales jumlah yang wajar, dam toak chen
‘mengakibalkan tndskan yang melanggar hukum atay tindakan yang fdzk
Iaysk dari pihak panerima

b)  Pembayaran agen atau homisi distibus alau potongan harga baya
hansukas| atau bisya profesional yang lidas wapar dbandngkan dengen
nilai perfrma palayanan yang sah,

& Pembayaran kantibusi politis dan penisahasn, secara langsung maupun
lidak langsung, kepeda kandidal partai, ateu kampanye polisk apapun
dari hier maupun dalem negen, hecuak dalam bales kewajaran sesual
hukum yang bedaku dan dissujsi olen Komisaris Ltama derviaten
Direkius Ltama BNER

d)  Gefiap perewaran, janj atau kewsnengan uniuk malakukon seriua hal
diatas.

WEPATUHAN TERHADAP HUKLM DAN KEEBLIAKAN PERUSAHAAN

Diken elika bisets, Dewen Komisaris, Direksi dan pam karyawan BNER can
Unit Ussha nerue selaly tunduk kepada undang-undang dan peranran yang
berlshu, Anggeren Dasar BWER, dan Unit Ussha, undeng-indang dan
abijakan lainya fermasuk, letapi fifak terbatas kepada Kode Eik ini

PENGARSIPAN DAN PENGGUNAAN ASET YANG LAYAK

a)  Semua akiva (asal) oan pesiva dicstst o dalam pembubuan, Umuk
tjuan apapun, dak diperbolehkan adarys penggunaan dana atau asal
yang i dinyniahan s dicatal.

b)  Atas alasan apapun, bidak dporboiehkan adanya catatn polsy w9y ik
yang dicacat dialam buky dan perusahaan.

&) Pembayaran spapun fdah akan dsetyui dan dilsksanakan dengen
maksud bahwa bagian manapun dani pembayaran tersebut akan
dgunakan wnbsk Ljuan selen dari yang disraikan oleh dokumen
penduking permbayaran bersebut

d)  Menggunakan asst BNBR den enak perusahaannya untuk kepentingan
pribadi danfstau pihak kefga yang dapet meriphan BNBR dan Unit
Usaha.

KOMPENSAS| UNTUK PIHAK KETIGA DAN LAINNYA

Semua kesepakalan dongan phak keliga sepeeti penyalr, kensullan can
kanbrakior harus teibs dan tidak dberian kompensssl terkecual uniuk semus
el yang wajer berkenaan dengan performa pelayanan yang sah

Dewan Komisads, Dirgksi 430 karyawan BNER tidak balsn menempatian
drinya pada silasi yang secara langsung maupun bak lengsung depat
marugikan bepenlingan ENER dan Unil Lisahe, Dewan Kamisars, Direksi dan
karyawan BNBR tan Unit Usaha tidak dibenarkan manceri sauntungan pribadi
alau bagi orang lain melahi penyalahguraan kedudukan mereka. Misalnya,
Dewan Komisaris, Dieksi dan karyawan BNBR dan Unll Usaha fidak
dpeibciehkan mesilki kepentingan keusngen pacs ussha apepun yang secara
nyals beihubungan dengan para pemasck, kontrakdor atau pelanggan BNBR
alau Unit Usaha, terulzma apabia dapat mangancam kepathan maraka dalam
menjaienkan fnisen ataupon kepantngan keuangan perusshasn, Sk
terdepat keraguan. sefep hanyawan harus segera melaporkan kepada
alasennya semua mvasias atau hubungan lainnys yang bisa melanggar Kots
Eticini.

PENYEDIAAN PELAYANAN KEPADA PIHAK LAIN

Tidak diperboiekan adenya Dewan Komisare, Direksi dan keryawan BNBR

dan Uit Useha yang cikaryakn ol ateu bekeria ssbagai kearyawan, Diresdar,

Dewan Komiseris, honsullan atau possi lan bagi perusahaan, usaha als

perarangan larnya, sereacuzli:

a)  afiias erssbut fidak merugkan BNBR aleu Unit Lsanenya;

b Alormas BNER tn Ll Lsananya yang itk dumumien tesp tajamin
Rerahasizanp;

¢ ek mempunysi penganh burik terhadap keputusan atau kegiatan
Dewian Komizanis, Direksi dan keryawan dalam kinerjanya setiagai Oewan
Kemsasis, Direksi dan karyawan BNBR alau Urid Ussharya; dan

dy perusahaan tidak kehlangen sedilifpun dari wekbe ket keryawan,
pechafian farhaden hugas-tugasnya sarta keselaannya,

Setiap karyawan wajit melaparian dan mempersleh permetujuan den atasannya

‘sabelum momasuki Nubungan sepertl ini.

Parnberian Tanda Terima Kasih

Setiep Dewan Komiseris, Direksi den karyawan BNBR dan Uit Usaha dilarang

a) Menedims terda teima kasih secara langsng meupun Gk langsung
daism bantuk apapun dari phak manapun Apabia terdapal vemungkinan
yang dapat dianggep memberikan pengauh buruk teradan penilaien milra
ket daiem hal kepenlingan ENER elau Unit Ussha:

b} MetEJkaN pUngUIan O san E3iam benluk apepun calam melaksanaicn
tugasnyuntuk kepentingan pribadi, golangan stau pinak lsin

BIAYA DINAS

a)  Biaya-bisya yang diksbankan ksgack parusahaan waib dilaporkan sscara
.

b) Berang-barang yeng dbeli unbik keperisan prbadi tidak diperkenanin
dibebankan kepad perusahan kicual unbk lertent yang Khusus

KERAHASIAAN

Pengetahuan atey informasi rshasia feniang BNBR dan Unit ussha tentang
ransgbsl, stralegl rencana, informas produk, pera pelanogan yeng ada
sekarang den para calon pelanggan, para pemEsck Seria para pamegang
saham frdak diperholehkan unluk dinghepken tanpa ijin. Tek seorang Dewan
Komisaris, Direkhr dan haryawanpun diperkenankan uniuk mempercksh
keuntungan dan informasi semacam itu umtuk din sendir, kekiarga atau teman-
lemarnya. Disemping ifu, semua calstan mengenai Sumber Diaya Manusia dan

adalah informasi rahvasia millk perusahasn

PERLINDUNGAN ATAS KEPENTINGAN PERUSAHAAN
p Dewan Komisers, Dirakiur den karyawan BNER dan Unit Usaha wajib
melindurgi sepentingan perusahan don pers pemegang sehamnye dan fdak

parusahaan. Misalnya, merupakan pelanggeran Kods Ebk i, apabia secrang
Diewan Komisars, Direkiur atau karyakan manpatahii adanya s pelueng
begi perusehsen, bemudian ia menggunakan peluang perusahaon lessebut
denoan sty atau lain cara begi heuntungan difnya sandir.

TINGKAH LAKL PRIBADI
Deman Komisaris, Direkbs cen karyaman BNBR dan Unit Usaha waib
menghindan selisp kescasn yang fidek  menguntunghan Cen  dapat
memgermakikan BNBR aiau Unit Usaha.

PENYALAHGUNAAN OBAT DAN ALKOHOL
Panyalehgunaan obal dan akchol akan sangal mougikan pertonma keea dan
dapal menjedi dasar atas pemutusan hubungan bera teladap Dewan
Karisarts, Diraksi dan kargwan yany demuikan bersaiah celam kasus ini

KERJASAMA DENGAN AUDITOR DAN PENASEHAT HUKUM
KafF $9ma yang bak dan aing memperceyal delam menangeri segala unsan
dengan auditor perusshaan BNBR dan Uil Useha maupun auditor swesta dan
para pencsihal hukum adeleh sangat pentng.

PELANGGARAN KODE ETIK
Seliap Dewan Komisarts. Cimkla dan karyaean BNER dan Unit Uszha yang

Kude Etk i1, temesuk penyebarannya, agar pera karyanan mengetahui dan
memaluhinga

PENJELASAN ATAS KEPATUHAN
Setlap phak yang selum yakin mengenal apakah sesual hal i dilaang stau
disyaraikan oleh Hode Elik ini hans merminta penjelasan kenada Fungsi Human
Capfal. s
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| Kode Etik Perseroan

2 ek il

TR AR, ol e L

SAYA TELAH MEMBACA, MEMAHAMI DAN
MENYETUJUI UNTUK MEMENUHI SEMUA

PERSYARATAN YANG TERCANTUM DALAM KODE

ETIK INI.

L

Tandatangan :

Nama lengkap : Anindya N. Bakrie
Jabatan : Direktur Utama & CEO
Tanggal 17 Juni 2019

[E—

e

KODE ETIK

2

PENDAHULUAN

B

Kode Elik ini berlabu bagi sernia Dewsn Komisanis, Direksi dan karyawen PT
Bakiie & Brolhers Tok ('BNBR'| dan Unk Ussha dievel manapun menska
bera, baik cidalam mavgun of bier negar, dan samua badsn hukum yang
sahemnys dimiiki cleh BNBR. Dalam hal Urit Usaha di mana BNBR fdak
memiliki saham lebih dari 50 parssn, maka pard wall BNER akan benisans
saivalk-balknya wntuk memantay apaiah Kode EBL ini dipenuhl

AKTIVITAS TERLARANG

Tindakan berikut in| dianggap fitak dibenarkan, dlarang olah Koda E1ik ini, dan

dalam bebarape hal menipakan fivdeban kimival yeng el dkenaken

ngan g 3 yang berak:

a)  Pemberian hadiah, hburan alau keurdungen senypa larmys, kecush
selouh mash clam batos wmlah yang wajor, dam teak chen
‘mengakicatkan tndskan yang melanggar hukum atay tindakan yang fzk
layak dari pihak panerima

b} Pembayaran agen elau komisi distibus alou potongon haiga beeye
kansukas| atwu bizya profesional yang lida wear dbandngkan dengen
nilai performa palayanan yang sah,

& Pembayaran kankibusi pofilis dan pensahaan, secara langsung maupun
lidak [argsung, kepeda kandidal panai, atey kampanye polisk spapun
deri ir maupun dalem negen, hecual dalam balas kewsjaran sesual
hukum yang bedaku dan disstujai olen Komisars Ltamea denakoy
Direkiur Litama BNER.

d)  Sefiap penawaran, janj alau kewenongan unhuk melakukan serua hal
diakas.

KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN KEELIAKAN PERUSAHRAN
Dkn elika bisnis, Denan Komisaris, Direksi dan pam karyawan BNBR can
Unit Usaha erue selalu tunduk kepada undang-undang dan peraniran yerg
berlaku, Anggeren Dasar BNBR, dan Unil Ussha, undangundang can
ahijaken lainnya termasuk. tetapi idak terbiatas kepada Kode B ini

PENGARSIPAN DAN PENGGUNAAN ASET YANG LAYAK

a)  Semua akiva () dan pesiva dicatst o dalam pembukuzn. Univk
ufuan apapun, tdak diperbelehkan adenys penggunan dana atau 2sal
yang lidak dinyatskan aleu dicatal

b)  Atas alasan apapun, idak mrbdahkan adanya catatan palsu sty ki
yang dicacat dicslam buky dan

) Pambayaran spapun fdak akan mﬂ. dan dilaksanakan dengen
maksud bahwa bagien menapen deri pembayaran lersebul han
digunalkan wnbak Ljuan seken dai yang diuraikan oleh dokumen
penduking permbayaran bersebut

4)  Menggunakan asel BNBR den enak perusehoannya untuk kapentingan
pribadi danfstau pihak kefga yang dapet merughan BNER dan Unit
Usaha.

KOMPEMSAS| UNTUK PIHAK KETIGA DAN LAINNYA

Seua kesepakatan dergan phak keliga sepect: penyalir, konsullan dan
ankrakiar harys teks dan tkak dberikan kompensast, leskecial Lnbik semus
il yang wajar berenaan dengan performa pelaranan yang sah

BENTURAMN KEPENTINGAN

Dewan Momizads, Direksi dan karyswan EMBR fidek balsh menempatkan
drinya pada silasi yang Secara langsung maupun tidak lengsung dapat
merugikan kepentingan BNER dan Unil Lisshe. Dewan Komisaris, Direksi dan
karyawan BNBR dan Unit Usaha tidak dibenarkan manceri keuntungan pribadi
atau bag) orang lain melalui penyalahguraan keduduken mereka. Misalnga,
Dewan Komisaris, Dieksi dan karyaman BNER dan Unl Usaha fidak
dipariclehkan memilki kepentingan keuangan paca useha apepun yang secara
rivals behubungan dengen para pemssok, kontrakdor atau pelanggan BNBR
alau Unit Usaha, terutema apabila dapat mengancam kepatuhan maressa dalam
menjalenkan fndatan ataupun kepentingan keuangan perusahasn, Sk
terdepat keraguan, sefep karyawan harus segera melaporkan kepada
alasennya semua veslasi atau hubungan lainnya yang bisa melanggar Kads
Edikini.

PENYEDIAAN PELAYANAN KEPADA PIHAK LAIN

Tidek diperviehkan adenya Dawan Komisare, Dirchei dan keryawan BNER

dan Linit Usihs yang dikaryakan ol atsu bekerfa sebagai karyawan, Direkdu

Dewan Komisaris. honsullan atau possi lan bagi perusahaan, usaha ali

perorangan larmya, serkacuali

u} afifasi tersabut tidak merughkan BNBR alz Uit Usshenya

irfermasi BMBR dan Unit Usahanya yang lidsk dumumien tetap tefjamin

Karahasizann ]

¢ ek mempunysi penganh bunik terhadep kepuusan afau kegiatan
Dewan Komiseris, Direksi dan keryawan dalam kinerjanya ssbagai Oewan
Kemsarie, Direksi dan karyawan ENBR atau Uit Usanarya; 6n

12

13,

14,

dy perusahaan tidak kehlengen sedilifpun dari wakle ket Karpawan,
perhaan hacen sty e ks,
Setiap karyawan wajib melaparkan dan den atas 15,

Ferscnalia, s infomnasi mengensi gaj, kompensasi dan lunjangan linnya
aralah rformans rahasia millk porusahazn

PERLINDUNGAN ATAS KEPENTINGAN PERUSAHAAN
Safiap Dewan Komisers, Dirzkiur den karyawan BNER dan Unit Usana waiib
melindurgi kepeningan perusahan dan pers pemegang sehamnys den fdak

parusahzan. Misalnya, merupakan pelanggaran Kods Etk ini. apabiia seorang
Dewan Koeisaris, Dirzkiur atau karyasan mengelatui adanya sushy pelusag
bagi perusehagn, kamudian ia menggunakan peluang perusahaan lersebt
dengan sty alau lin cara begi heuntungan difia sencr.

TINGHKAH LAKL PRIBADI
Dewan Komisais, Dicekhir den keryawan BNSA cen Unit Ussha waib
menghindan  setiep keacasn yang fdak menguntungkan Gen  dapat
momgemahikan BNBR a3 Uni: Ussha.

PENYALAHGUNAAN OSAT DAN ALKOHOL

Penyalzhgunaan obat dan alkchel aitan sangal merugikan pertomma keda dan
dapal menjedi dasar atas pemutusan hubungan hera behadsg Dewan
Kaisaris, Diraksi dan karyawan yang dlemukan bersalah calam kasus ini.

HKERJASAMA DENGAN AUDITOR DAN PENASEHAT HUKUM
Kot sama yang bak dan saing mempercayal dalam menangari segala unssan
dengan pudior perusahaan BNER dan Lini Ussha maupun auditor swsta dan
pera panasihat hukum adeleh sangt pening.

PELA KODE ETIK

‘sabalum momasuki hubungan seperti inl

Pernbertan Tanda Terima Kasih

Setiap Dewan Komiseris, Direksi den karyawan BNBR dan Unit Usaha dilarang

a) Menerims terda terima kasih secara langsng meupun Gk langsung
daiem bantuk apapun dafi phak manapun Apabla 1rdapal kemungkinan
yang dapat dianggap memberitan pengarh buruk terhadap penilsian milra
kata daien hal kepentingan BNER etau Unit Usaha;

b} Medaikan pnguian lial ah datam bentuk apapun galam melaksanaicn
tugasnyuntuk kepentingan pribadi, golangan stau pinak lsin

EIAYA DINAS
a)  Biaya-bisga yang dibsbankan ksgacs parusahaan waib dilaporkan sscara

.
b) Berang-barang yang dbeli unbik keperian prbadi tidak diperkenanin
dibebankan kepad perusaha:m kecual Uk lerenty yang Khusus,

KERAHASIAAN

Pengetahuan alau informasi rahasia teniang BNER dan Unil ussha tentang
Wansaksi, skalegl, rencana, infomas produk, pera pelanggan yeng ada
sakaran dan para calon palnggan, para pemasck serla para pamagang
saham fdak diperbolehian unfuk dinghepken fanpa fjin. Tek seorang Dewan
Komisaris, Difebtr dan haryawanoun dipetkenankan untuk memparclh
Keuntungan dan informasi semacem ity untuk din sendin, kebiarga atu teman-
lemanya. Disamping iu, semua catstan mengenai Sumber Daya Manusia dan

1.

Seliap Dewan Komisars, Cirekbar dan karyawan SNER dan Uit Lissha yang
mengeahui abau mencuriga adanya suahs pelangoeran lerhadap Kode Efik ini
harus segera melaporkan hal tersebutl kepeda Direkiur Utama atau Diveddur
BNER alpu Unit Usaha. Direisi wafib bertanggung jawab aias disisanakannya
Kede Etk Ini, ermesuk penyebarannya, agar pera karyawan mengetahui dan
mematminya.

PENJELASAN ATAS KEPATUHAN
Seliap phak yang Belum yakin mengenai apakal sesuali nal i dilarang stau
dlisparatan ol ifods ik ini hans mesninta penjelasan keoacs Fungs Fuman
Gaotal,
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Kebijakan Perilaku Bisnis Perseroan

SAYA TELAH MEMBACA, MEMAHAMI DAN
MENYETUJUI UNTUK MEMENUHI SEMUA
PERSYARATAN YANG TERCANTUM DALAM
KEBIJAKAN PERILAKL BISNIS INI.

-
Tanda tangan <
Mama lengkap : Sutan
Jabatan - Komisaris Utama & Komisaris Independen
Tanggal A7 Juni 2019

BT

KEBIJAKAN
PERILAKU BISNIS

TUJUAN

Tujuen kebijskan ini adalah untuk memberikan arahan untuk
Dewan Komisaris, Direksi dan semua karyawan PT Bakrie &
Brothers  Tbk ("l % dalam k |
kewajibannya, agar dapat menjaga reputasi dan integrilas
Perusahaan dalam melakukan interaksi bisnis dengan pihak lain
dan dengan masyerakat dimana Penssshaan beropesasi.

KEBIJAKAN

PENYIMPANAN CATATAN KEUANGAN

Merupakan kebijakan Perusahaan agar semua pembukuan dan

catatan harus mencerminkan secara penuh dan wajar semua
i dan Dana P yang tidak

diungkap atau dicatat fidak boleh dihimpun untuk tijusn

apapun. Usaha unluk menciptakan calslan palsu  alsu

menyesatkan dilarang keras, dan pemasukan data palsu atau

kedalam dan calalan Py
fidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

PEMBAYARAN TIDAK PATUT

Adalah kebijakan Perusshaan bahwa tdak boleh ada
pembayaran atau pengalihan dana alau asel Perusahaan yang
tidak dapat; juan, dari pihak g dalam
P l tidak dapat dipertanggungjewat secara lepal,
rinci dan jelas dalam pembukuan Perusahaan. Selanjuinya,
tidak boleh ada pembayaran atau pengslihan dana atau aset
Perusahaan, yang dilakukan atau disetujui dengan maksud atau

Dewan Komisanis, Direksi dan

ukuran atau jumish) diluer tugas normalnya tersebut dari ANGKET TAHUNAN
8 h atau isasi lain yang melakuk
alau i melakukan bisnis dengan Perusahaan, Hadiah

Derupa Uang atau sesuatu yang bemilsi uang dalam jumish
berapapun dilarang heras, penerimaan landa ferima kasih
parang promesi panjualan yang nilainya kecil, makan bersama
diviaktu tertentu dan hiburan yang wajar dan pantas dalam
suaty hubungan bisnis sera berkatan dengan pembicarasn
hisnis dianggap lidak bertentangan dengan prakiek bisnis yang
benar.

HIBURAN BISNIS

Merupakan kebijakan P shaan agar segale pendek afay
penanganan dengan pemasok, pelanggan atau pinak lainnya
yang atau bisnis dengan
Perusahaan harus dilakukan atas dasar yang mencerminkan
kepentingan bisnis Perusahaan yang terbaik maupun standar
efika yang finggi. Pemberian tanda terima kasih hiburan
bersama diwakiu tertenfu untuk calon atau pihak yang sudsh
menjadi pemasok, pelanggan atsupun pihak lainnya yang
teribat dengan berbagai aspek bisnis Perusshasn
diperbalehkan asalkan biayanya dalam hel ini wajar, disetujul
dan konsisten dengan hukum yang berlaky.

BENTURAN KEPENTINGAN

Merupakan kewsjiban Perusshaan agar Dewan Komisaris,
Direksi dan Karyawan harus menghindar suatu investasi.
ascsiasi afau hubungan lainnya yang akan atau dapat
bertentangan dengan fanggung jawab Karyawan tersebut unfuk
dapat membuat keputusan yang objektf yang mewakili

pengertian bahwa sebagian dari atau

tersebut akan digunakan diluar apa yang telah ditentukan dalam
dokumen-dokumen penunjangnya.

FENERIMAAN PEMBAYARAN

Merupakan kebijakan Perusahaan bahwa fidak boleh ada
Dewan Komisars, Direksi dan Karyawan yang langsung atau
fidak langsung meminta atau menesima pembayaran, wang
jasa, atau ungkapan lerima kasih lainnya (tanpa memperhatikan

h yang terbaik. Benturan kepentingan
yang ddarang oleh kebijakan ini dapal melibatkan herbagai
hubungan non fmansial yang tmbul dari hubungan keluarga,
begity pula kepentingan finansial langsung alaupun fidak
langsung dengan calon ataupun yang sudsh menjadi pemasck,
kontraktor, pelanggen ataupun pihak lainnye yang mempunyal
hubungan bisnis dengan Perusahaan.

F
karyawan terfentu untukx mengisi dan menandatangani, setiap
tahun suatu daftar pertanyaan yang dirancang khusus uniuk
mempercleh informasi mengenai ketaatan terhadap kebijakan
yang dirangkumkan diatas. Setelah mempelajan  daftar
perlanyaan yang selesai dijawab, sebuah laporan dibuat untuk
komisi audit dari Direksi PT Bakrie & Brothers Thi.

Pelanggaran  afas  kebijakan ferssbut  dialas  dapal
mengakibatkan  perusshaan dan individu vang terlibat
berhadapan dengan suatu tunfutan hukum berupa ganti rugi,
restitusi dan mungkin pula tuntutan pidana. Dewan Komisaris,
Direksi dan karyawan yang melanggar kebijakan fersebuf dapat
dipecat atau dikenai tindakan disiplin.

Diakui bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan
P mungkin mengenal
pelaksanaan dari kebijskan in dalam keadaan lertentu. Semua
pihak bertanggung jawab wntuk mencari pengarahan jika
mengalami suatu keraguan, Lnluk tujuan ini, pertanyaan harap
ditujukan kepada Direksi/Departemen Human Capital
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| Kebijakan Perilaku Bisnis Perseroan

T T TR R ST

SAYA TELAH MEMBACA, MEMAHAMI DAN
MENYETUJUI UNTUK MEMENUHI SEMUA
PERSYARATAN YANG TERCANTUM DALAM
KEBIJAKAN PERILAKU BISNIS INI.

el

Tanda tangan
Mama lengkap : Anindya N. Bakrie
Jabatan
Tanggal

: Direktur Utama & CEQ
217 Juni 2019

T R ST P ST 7Y S

KEBIJAKAN
PERILAKU BISNIS

TUJUAN

Tujusn kebijakan ini adalah untuk memberikan arahan untuk
Dewan Komisaris, Direksi dan semua karyawan PT Bakrie
Brothers  Tbk ("l ) dalam k k
kewajibannya, agar dapat menjaga reputasi dan integritas
Perusahaan dalam melakukan interaksi bisnis dengan phak lain
dan dengan masyerakat dimana Penssahaan beropesasi.

KEBIJAKAN

PENYIMPANAN CATATAN KEUANGAN

Merupakan kebijakan Perusahaan agar semua pembukuan dan

catatan harus mencerminkan secara penuh dan wajar semua
dan Dana P yang fidak

diungkap atau dicatat fidak boleh dihimpun untuk tijuan

apapun. Ussha unluk menciptakan calatan palsu  alau

menyesatkan dilarang keras, dan pemasukan data palsu atau

kedalam dan calatan P
fidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

PEMBAYARAN TIDAK PATUT

Adalah kebijskan Perusshaan bahwa tidak boleh ada
pembayaran atau pengalihan dana atau asel Peruszhagn yang
tidak dapat; dari pihak g dalam
P l tidak dapat dipertanggungjewat secara lepal,
finci dan jelas calam pembukuan Perusahaan. Selznjuinya
tidak boleh ada pembayaran atau pengalihan dana atau aset
Perusahaan, yang dilakukan atau disetujui dengan maksud atau

ukuran atau jumlsh) dilvar tugas normalnya tersebut dari

ANGKET TAHUNAN

3 atau lain yang melakuk
alau § melakukan bisnis dengan Perusahaan, Hadiah
berupa uang atau sesuatu yang bernilsi uang dalam jumlah
berapapun dilarang keras, penerimazan lfanda ferima kasih
barang promesi penjualan yang nilainya kecil, makan bersama
divrakiu terfentu dan hiburan yang wajar dan pantss dalam
suatu hubungan bisnis serta berkailan dengan pembicaraan
bisnis dianggap fidak bertentangan dengan prakfek bisnis yang
benar.

HIBURAN BISNIS

Merupakan kebijakan Py shaan agar segala pendek atau
penanganan dengan pemasok, pelanggan atau pihak lainnya
yang L bisnis dengan
Perusahaan hamus dilakukan atas dasar yang mencerminkan
kepentingan bisnis Perusahaan yang terbaik maupun standar
efika yang tinggi Pemberian tanda ferima kasih hiburan
bersama diwaktu terteniu untuk calon atau pihak yang sudah
menjadi pemasok, pelanggan atsupun pihak lalnnya yang
terlibat  dengan berbagai aspek bismis  Perusahasn
diperbalehkan ssalkan biayanya dalam hal ini wajar, disetujul
dan konsisten dengan hukum yang berlaku.

BENTURAN KEPENTINGAN

Merupakan kewsjban Perusshaan agar Dewan Komisaris,
Direksi dan Karyawsn harus menghindar suatu ivestasi
ascsiasi atau hubungan lainnya yang akan alau dapat
bertentangan dengan fanggung jawab Karyawan tersebut unfuk
dapat membust keputusan yang objektif yang mewakil

pengertian bahwa sebagian dari atau

tersebut akan digunakan diluar apa yena telah ditentukan dalam
dokumen-dokumen penunjangnya.

FENERIMAAN PEMBAYARAN

Merupakan kebjjakan Perusahaan bahwa fidak boleh ada
Dewan Komisars, Direksi dan Karyawan yang langsung alsu
fidak langsung meminta atau menerima pembayaran, wang
jasa, atau ungkapan lerima kasih lainnya (tanpa memperhatikan

h yang lerbalk. Benturan kepentingan
yang diarang oleh kebijakan ini dapal melibatkan berbagai
hubungan non fmansial yang timbul dari hubungan keluarga,
begity pula kepentingan finansial langsung ataupun fidak
langsung dengan calon ataupun yang sudsh menjadi pemasok,
kontraktor, pelanggan ataupun pihak leinnya yang mempunyal
hubungan bisnis dengan Perusahaan.

P Dewan Komisang, Direksi dan
karyawan terientu unfuk mengisi dan menandatangani, setiap
tahun suatu daflar pertanyaan yang dirancang khusus unbuk
mempercleh informasi mengenai ketaatan terhadap kebijakan
yang dirangkumkan ciatas. Setelsh mempelajar  daftar
pertanyaan yang selesai dijawab, sebuah laporan dibuat untuk
komisi audit dari Direksi PT Bakrie & Brothers Thi.

Pelanggaran  alss  kebijakan ferssbul  dialas  dapal
mengakibatkan perusahaan dan individu yang terlibal
berhadapan dengan suatu tuntutan hukum berupa ganti rugi,
restitusi dan mungkin pula funtutan pidana. Dewan Kemisaris,
Dirgksi dan karyawan yang melanggar kebijakan tersebut dapat
dipecat atau dikenai indakan disipin.

Digkui bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan
2l mungkin mengenal
peleksanaan dan kebijakan ini dalam keadaan tertentu. Semua
pihak bertanggung jawab untuk mencari pengarahen jika
mengalami suatu keraguan, Lintuk tujuan ini, pertanyaan harap
ditujukan kepada Direksi/Departsmen Human Capital
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L X
ﬁBakrie &
Brothers

PIAGAM PAKTA INTEGRITAS

Saya, Anindya Novyan Bakrie, Direktur Utama & CEO
PT Bakrie & Brothers Tbk, dalam rangka berpartisipasi

memperbaiki masa depan kehidupan bangsa dengan ini

menyatakan sebagai berikut:

1. Menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk turut
mempercepat perwujudan dunia usaha nasional yang
Bersih Transparan Profesional.

2. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung
jawab Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman
Etika Usaha & Tata Perilaku.

3. Senantiasa menaati seluruh Peraturan Perusahaan serta
semua peraturan perundangan yang berlaku.

4. Memerintahkan seluruh pejabat dan karyawan di bawah
kewenangan saya untuk menandatangani Piagam Pakta
Integritas PT Bakrie & Brothers Tbk secara bertanggung
jawab.

5. Mengajak pelaku-pelaku usaha yang berkaitan baik secara
langsung maupun tidak langsung dengan PT Bakrie &
Brothers Tbk untuk menandatangani Pakta Integritas
dalam rangka membangun Pulau-pulau Integritas di
kalangan dunia usaha.

6. Pelanggaran atas Pakta Integritas ini membawa
konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 18 Jurfi 2019

/// /
Anindya Novyan Bakrie

Direktur Utama & CEO
PT Bakrie & Brothers Thk
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PIAGAM PAKTA INTEGRITAS

Saya, Anindra Ardiansyah Bakrie, Wakil Direktur Utama
PT Bakrie & Brothers Tbk, dalam rangka berpartisipasi
memperbaiki masa depan kehidupan bangsa dengan ini
menyatakan sebagai berikut:

1. Menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk turut
mempercepat perwujudan dunia usaha nasional yang
Bersih Transparan Profesional.

2. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung
jawab Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman
Etika Usaha & Tata Perilaku.

3. Senantiasa menaati seluruh Peraturan Perusahaan serta
semua peraturan perundangan yang berlaku.

4. Memerintahkan seluruh pejabat dan karyawan di bawah
kewenangan saya untuk menandatangani Piagam Pakta
Integritas PT Bakrie & Brothers Tbk secara bertanggung
jawab.

5. Mengajak pelaku-pelaku usaha yang berkaitan baik secara
langsung maupun tidak langsung dengan PT Bakrie &
Brothers Tbk untuk menandatangani Pakta Integritas
dalam rangka membangun Pulau-pulau Integritas di
kalangan dunia usaha.

6. Pelanggaran atas Pakta Integritas ini membawa
konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

uni 2019

Anindr AM
Wakilrektur Utama

PT Bakrie & Brothers Thk

Jakarta, 1

LXK )
fBakrie &
Brothers
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Pedoman Pelaksanaan Survey:
Tata Kelola Perusahaan
(Corporate Governance Survey Manual)
PT Bakrie & Brothers Tbk

A. Latar Belakang

Corporate governance (CG) dapat didefinisikan sebagai sistem yang terdiri atas
proses dan struktur (mekanisme) yang dikoordinasikan untuk mengarahkan dan
mengendalikan bisnis perusahaan, sehingga jalannya bisnis perusahaan  tidak
menyebabkan kepentingan masing-masing partisipan (pemangku kepentingan
terganggu. Prosesdigunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas-aktivitas
bisnis yang direncanakan, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan
perilaku perusahaan dengan ekspektasi dari masyarakat serta mempertahankan
akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham. Struktur akan menspesifikasikan
pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab di antara berbagai partisipan dalam
perusahaan seperti dewan komisaris, direksi, manajer, pemegang saham serta
stakeholder lainnya dan menyelaraskan aturan-aturan maupun prosedur-prosedur untuk
pengambilan kebijakan perusahaan.

Corporate Governance dan Good Corporate Governance (GCG) muncul sebagai hasil
pembelajaran atas krisis, penyelewengan (ffaud), dan praktik pengelolaan perusahaan
yang menyimpang lainnya. Penerapan GCG menuntut komitmen penuh seluruh pihak

dan kesiapan struktur serta sistem yang terlibat dalam pengelolaan sebuah perusahaan.

B. Tujuan Survey
Pedoman survey Corporate Governance ini disusun untuk nantinya dapat digunakan
oleh para pemangku kepentingan perusahaan yang membutuhkan dan diharapkan dapat
menjadi motivasi perusahaan dalam menegakkan praktik GCG guna mendorong
kesejahteraan dan kesinambungan eksistensi perusahaan. Sebagai sarana untuk
mengukur dan terus mengembangkan performance kinerja perusahaan dilihat dari sisi
CG.

C. Manfaat Bagi Perusahaan
1. Perusahaan yang memperhatikan pengelolaan CG-nya diharapkan mampu menjawab
tantangan dan harapan seluruh pemangku kepentingan agar dapat menjamin kinerja

perusahaan yang berkelanjutan.
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Perwujudan komitmen dan tanggung jawab bersama serta upaya yang mendorong
seluruh anggota organisasi perusahaan untuk menerapkan GCG.

Pembenahan pada faktor-faktor internal organisasi perusahaan yang belum sesuai
dan belum mendukung terwujudnya GCG.

Pemetaan masalah-masalah strategis yang terjadi di perusahaan dalam penerapan
GCG sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan yang diperlukan.

Peningkatan kesadaran bersama di kalangan internal perusahaan dan stakeholder
terhadap pentingnya GCG dalam pengelolaan perusahaan kearah pertumbuhan yang

berkelanjutan atau berkesinambungan.

6. Peningkatan kepercayaan /nvestor dan publik terhadap perusahaan.

7. Hasil survey dapat dijadikan indikator atau standar mutu yang ingin dicapai

perusahaan dalam bentuk pengakuan dari masyarakat terhadap penerapan prinsip-
prinsip GCG.

Bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, komitmen terhadap penegakan GCG
diharapkan dapat menjadi momentum perubahan bagi korporasi di Indonesia untukk
mewujudkan world class company dan mendukung terciptanya dunia bisnis yang
beretika, bermartabat dan bertanggung jawab secara berkeadilan, sehingga mampu

mengangkat reputasi bangsa Indonesia.

D. Tahapan Pelaksanaan Survey (Metodologi)

1

Self Assessment

Proses penilaian objektif dari perusahaan atas dirinya sendiri yang berkaitan dengan
upaya penerapan GCG. Tahapan ini melibatkan seluruh organ dan anggota Perseroan
serta pihak yang berkepentingan lainnya (stakeholders) dalam memberikan

tanggapan terhadap implementasi GCG di Perseroan.

Pemangku kepentingan tersebut adalah:
* Pemegang saham

» Pemerintah pusat dan daerah

» Lembaga Legislatif dan Yudikatif

» Media Massa

» Kreditur/Investor

= Debitur

= Karyawan

» Penyedia Barang dan Jasa
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= Masyarakat dan Lingkungan Hidup
» Mitra Kerja

2. Kelengkapan Dokumen
Pemenuhan berbagai ketentuan dokumen yang telah dimiliki perusahaan terkait

dangan survey untuk melihat penerapan prinsip-prinsip GCG di Perseroan.

Klasifikasi ketentuan dokumen terkait dengan:
» Governance system

» Governance outcome

» Governance process

= Governance impact

» Governance structure

» Governance output

= Governance mechanism

3. Observasi
Peninjauan langsung ke perusahaan oleh tim survey untuk memastikan proses
pelaksanaan serangkaian program penerapan prinsip-prinsip GCG. Diskusi observasi

melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, dan pimpinan manajerial Perseroan.

E. Aspek-Aspek dan Indikator Survey
1. Komitmen
Menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengintegrasikan
berbagai unsur yang terkait dengan visi, misi, tata nilai, moral, etika bisnis, etika
kerja, etika professional dan prinsip-prinsip GCG dalam upaya mewujudakan bisnis

yang beretika dan bermartabat

2. Transparansi
Menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengintegrasikan
berbagai regulasi, visi, misi dan tata nilai perusahaan dalam menyampaikan
informasi material dan non material perusahaan secara relevan, akurat dan tepat
waktu dalam rangka pengungkapan informasi kepada para pemangku kepentingan,
yang selaras dengan upawa mewujudakan bisnis yang beretika, bermartabat dan

bertanggung jawab secara berkeadilan.
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3. Akuntabilitas

Menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengintegrasikan

berbagai kejelasan tugas pokok, fungsi, kewenangan, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban seluruh proses pencapaian kinerja secara transparan dan

efektif dalam rangka pengendalian sistem internal perusahaan.

= Melakukan pengukuran atas inisiatif integrasi dan penyelarasan kebijakan kejelasan
dungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh pencapaian kinerja
perusahaan.

= Anggota perusahaan yang berpartisipasi aktif dengan berperilaku sesuai dengan
kode etik perusahaan.

4. Responsibilitas
Menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengintegrasikan
kesesuaian pelaksanaan dan pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-
undangan serta pemenuhan terhadap tanggungjawab sosial dan lingkungan secara
berkesinambungan.

5. Independensi
Menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk memastikan
pengelolaan perusahaan dan hubungan dengan para pemangku kepentingan telah
dilakukan secara professional, berlandaskan integritas dan mampu mengelola konflik
kepentingan serta tidak adanya dominasi atau intervensi dari satu partisipan

terhadap partisipan lainnya.

6. Keadilan
Menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk memastikan pola
perilaku organ dan anggota perusahaan serta perlakuan terhadap selurh pemangku

kepentingan selalu mengutamakan perlakuan yang setara dan wajar.

7. Kompetensi
Menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk berkomitmen pada
perilaku yang professional, memiliki pengetahuan tentang kode etik dan hukum yang
relevan, memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan aspek etika ketika
dihadapkan dengan situasi yang menantang, mengidentifikasi dan bertindak

berdasarkan tata nilai, serta mempromosikan praktik dan perilaku bisnis yang baik.
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8. Kepemimpinan
Menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengintegrasikan,
mendorong dan menciptakan pola perilaku anggota perusahaan yang efektif, efisien
dan berorientasi pada tata nilai, moral, etika, serta prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan yang baik.

9. Kemampuan Bekerjasama
Menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam bekerjasama
menanggapi isu-isu yang dihadapi perusahaan dan mengurangi risiko di setiap
tingkatan yntuk mendapatkan solusi terbaik.

10. Visi, Misi, Tata Nilai
Menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengkaji kembali

visi, misi dan tata nilai agar senantiasa sesuai dengan tuntutan bisnis.

11. Strategi dan Kebijakan
Menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk membangun dan
mengintegrasikan berbagai inisiatif dalam merumuskan, menerapkan serta
mengevaluasi berbagai analisis eksternal dan internal selaras dengan tata nilai

prinsip-prinsip bisnis yang etikal.

12. Etika Bisnis
Menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi untuk membangun dan
mengintegrasikan berbagai inisiatif dalam merumuskan, menerapkan serta
mengevaluasi berbagai tata nilai yang selaras dengan prinsip-prinsip bisnis yang
sehat.

13. Iklim Etikal
Menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam menciptakan
suasana kondusif agar para anggota perusahaan bertindak jujur, menepati janji dan
menjunjung tinggi tata nilai dan norma yang selaras dnegan prinsip-prinsip tata
kelola perusahaan yang baik.
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14.

Pada setiap poin indikator dapat dirinci penilainnya dengan melihat:

» Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam merancang inisiatif strategis
perusahaan

» Kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi dalam merumuskan kebijakan
perusahaan, pedoman perilaku bisnis dan fungsional.

» Kesungguhan Direksi dalam melaksanakan dan melakukan pemantauan serta
evaluasi perbaikan atas pelaksanaan inisiatif strategis, kebijakan perusahaan dan
pedoman perilaku bisnis dan fungsional.

= Kesungguhan anggota perusahaan berpartisipasi dalam memahami, mewujudkan

dan/atau menjalankan poin-poin indikator yang ada.

Budaya Risiko

Menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam
meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemauan seluruh anggota Perseroan
untuk selalu mengidentifikasi, menganalisa, dan mengevaluasi potensi risiko dalam
rangka menyeimbangkan antara risiko dan manfaat bagi Perseroan guna

mewujudkan tata kelola bisnis yang tumbuh berkelanjutan.
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Pedoman Pelaksanaan Survey:
Risk Awareness Survey
PT Bakrie & Brothers Thk

A. Latar Belakang
Tuntutan Stakeholder yang semakin besar terhadap implementasi Good Corporate
Governance, mendorong Perusahaan untuk selalu waspada terhadap risiko dalam
aktivitas yang dijalankan oleh Perusahaan. Budaya peduli terhadap risiko merupakan
sesuatu yang penting, dan hal yang sulit dihindari oleh karyawan Perusahaan, karena
apabila terjadi kesalahan dalam menetapkan langkah dan keliru dalam mengambil
keputusan akan berdampak fatal bagi Perusahaan. Risiko menjadi fokus yang penting,

dievaluasi secara periodik, serta diukur dampaknya terhadap tujuan Perusahaan.

B. Tujuan

Tujuan diselenggarakannya Risk Awareness Survey adalah:

1. Merupakan salah satu bentuk kegiatan membangun lingkungan internal yang
kondusif sehingga mendorong proses inti manajemen risiko.

2. Menilai tingkat kepamahaman dan kewaspadaan Pimpinan dan Karyawan BNBR
secara individu terhadap manajemen resiko secara umum maupun sistem ERM yang
telah diberlakukan dan berjalan di Perusahaan.

3. Menilai opini Pimpinan dan Karyawan BNBR mengenai manajemen risiko secara
umum maupun sistem ERM yang telah diberlakukan dan berjalan di Perusahaan.

4. Menilai penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko di Perusahaan.

C. Manfaat Bagi Perusahaan
Manfaat diselenggarakannya Risk Awareness Survey adalah:
= Perwujudan komitmen dan tanggung jawab bersama serta upaya yang mendorong
seluruh karyawan Perusahaan untuk membangun lingkungan internal yang kondusif
dan mendorong proses inti manajemen risiko.

= Perwujudan penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko oleh Perusahaan.
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= Peningkatan kesadaran, kewaspadaan dan pemahaman tentang risiko usaha (Business
Risk) dan pentingnya manajemen risiko oleh seluruh Pimpinan dan Karyawan
Perusahaan.

= Penyamarataan pemahamaan mengenai pengimplemantasian manajemen risiko dan
hubungannya dengan strategi Perusahaan oleh seluruh Pimpinan dan Karyawan
Perusahaan.

= Pembenahan sistem manajemen risiko dan compliance pada Perusahaan

= Peningkatan kinerja operasional Pimpinan dan Karyawan BNBR sesuai dengan prinsip-
prinsip umum manajemen risiko maupun sistem ERM yang diberlakukan Perusahaan.

= Sebagai mekanisme untuk melihat keselarasan kultur dan nilai-nilai Perusahaan

dengan ERM framework BNBR.

D. Aspek dan Indikator Risk Awareness
1. Karakteristik
Menunjukkan tingkat kepamahaman dan kewaspadaan Pimpinan dan Karyawan
mengenai karakteristik dari risiko dan manajemen risiko secara umum dan
implementasinya di Perusahaan.
2. Origin
Menunjukkan tingkat kepamahaman dan kewaspadaan Pimpinan dan Karyawan
mengenai asal-usul (sumber) risiko dan manajemen risiko secara umum dan
implementasinya di Perusahaan.
3. Fungsi
Menunjukkan tingkat kepamahaman dan kewaspadaan Pimpinan dan Karyawan
mengenai fungsi penerapan manajemen risiko secara umum dan implementasinya di
Perusahaan.
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Pedoman Pelaksanaan Survey:
Risk Culture Survey
PT Bakrie & Brothers Tbhk

A. Latar belakang

Risk Culture Survey (RCS) adalah merupakan rangkaian program lanjutan dari

pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur No. 004/BNBR/11/2010 tentang Implementasi ERM

(Enterprise Risk Management) di BNBR, yang telah disosialisasikan di bulan April 2011

dalam event ERM Day.

B. Tujuan

Tujuan diselenggarakannya RCS adalah:

1.

Merupakan salah satu bentuk kegiatan membangun lingkungan internal yang
kondusif sehingga mendorong proses inti manajemen risiko.

Menilai apakah kultur dan nilai-nilai Perusahaan telah sejalan dengan ERM
framework BNBR.

Menilai tingkat pemahaman Pimpinan dan Karyawan BNBR secara individu terhadap
umum manajemen risiko maupun sistem ERM yang telah diberlakukan dan berjalan
di Perusahaan.

Menilai apakah kinerja secara operasional dari Pimpinan dan Karyawan BNBR telah
sesuai dengan prinsip-prinsip umum manajemen risiko maupun sistem ERM yang
telah diberlakukan dan berjalan di Perusahaan.

Menilai apakah BNBR secara Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip

manajemen risiko.

C. Manfaat Bagi Perusahaan

1.
2.

Perwujudan usaha untuk mencapai tujuan Perusahaan

Perwujudan komitmen dan tanggung jawab bersama serta upaya yang mendorong
seluruh karyawan Perusahaan untuk membangun lingkungan internal yang kondusif
dan mendorong proses inti manajemen risiko.

Perwujudan penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko oleh Perusahaan.
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10.

Peningkatan kesadaran, kewaspadaan dan pemahaman tentang risiko usaha
(Business Risk) dan pentingnya manajemen risiko oleh seluruh Pimpinan dan
KaryawanPerusahaan.

Penyamarataan pemahamaan mengenai strategi Perusahaan oleh seluruh Pimpinan
dan Karyawan Perusahaan.

Pembenahan sistem managemen risiko dan compliance pada Perusahaan
Peningkatan kinerja operasional Pimpinan dan Karyawan BNBR sesuai dengan
prinsip-prinsip umum manajemen risiko maupun sistem ERM yang diberlakukan
Perusahaan.

Pemetaan masalah-masalah strategis yang terjadi di perusahaan dalam
implementasi managemen risiko sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan
yang diperlukan.

Sebagai mekanisme bagi karyawan untuk mengangkat isu-isu praktek etika, risiko,
compliance yang tidak benar di Perusahaan.

Sebagai mekanisme untuk melihat keselarasan kultur dan nilai-nilai Perusahaan

dengan ERM framework BNBR.

D. Aspek dan Indikator Survey

1.

2.

Kultur dan Nilai Perusahaan

= Menunjukkan keselarahan pemahaman dan pengetahuan mengenai isi dan nilai-
nilai Tri Matra Bakrie oleh Stakeholder Perusahaan

= Menunjukkan keselarasan pemahaman dan pengetahuan mengenai implikasi Tri

Matra Bakrie terhadap kinerja Perusahaan.

Risk Knowledge

= Menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai risiko secara
umum maupun khusus (bagi Perusahaan) terkait pula dengan cara penilaian,
langkah dan mitigasinya.

= Menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman risiko jabatan/pekerjaan

individu karyawan Perusahaan.
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3. Employee Behavior
= Menunjukkan perilaku dan tingkat pemahaman karyawan terhadap regulasi,
kebijakan yang berlaku di Perusahaan.
= Menunjukkan perilaku dan sikap karyawan terhadap risiko secara umum maupun

khusus (Perusahaan).

4. Decision Making
Menunjukkan prinsip karyawan didalam pengambilan keputusan secara umum

maupun terkait pekerjaan Perusahaan.

5. Total Performance
Menunjukkan pandangan dan penilaian terhadap performance/kinerja individu

karyawan maupun Perusahaan terkait dengan risiko.

E. Teknis Pelaksanaan
a. Survey akan dilakukan dalam bentuk Focused Group Discussion (FGD).
b. FGD akan dibagi menjadi 4 (empat) kelompok vyaitu Executive Level, Senior
Management, Middle Management, Staff.
c. Durasi pelaksanaan 60 — 90 menit.
d. FGD akan dipimpin oleh 1 (satu) orang dan didampingi oleh 1-2 orang observer.
= Tugas pimpinan (FGD Leader) adalah memimpin, mengarahkan, mengendalikan
diskusi, menyusun, dan menganalisis hasil survey berdasarkan temuan saat
berdiskusi serta catatan dan resume yang disampaikan oleh observer.
= Tugas observer adalah mencatat dan membuat resume hasil diskusi, serta

membantu FGD leader untuk menyusun laporan hasil survey.
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F. Indikator Risk Culture

Behavior
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Pedoman Pelaksanaan Survey:
Kepuasan Para Pemangku Kepentingan
(Stakeholders Satisfaction Survey Manual)
PT Bakrie & Brothers Tbk

A. Latar belakang
Pedoman pelaksanaan survey Kepuasan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholder
Satisfaction Survey Manual) dibuat mengingat pentingnya mengetahui tingkat kepuasan
Pemangku Kepentingan BNBR (BNBR’s  Stakeholders) sebagai bahan
pemantauan/pengawasan terhadap hubungan dengan Para Pemangku Kepentingan agar
terjalin hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan serta saling
menghormati berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar BNBR dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

B. Tahapan pelaksanaan survey:

1. Penelitian literatur survey dan mempersiapkan perencanaan (design)

2. Membangun survey dan tes internal dengan departemen-departemen terkait sebagai
anggotanya

3. Mengumumkan pelaksanaan survey dan meminta partisipasi dari anggota survey

4. Survey dapat dilakukan melalui berbagai media (interview, intensive meeting, focus
group discussion, questionnaire, etc)

5. Mentabulasikan, menganalisis, dan melaporkan hasilnya dalam bentuk laporan

tertulis

C. Tindakan selanjutnya setelah pelaksanaan survey:
1. Mengkaji dan menganalisis reaksi komunitas dan umpan balik
2. Menginterpretasikan hasil-hasil survey dan diambil tindakan korektif/penyempurnaan
3. Action plan development
4. Evaluasi rekomendasi proses oleh Administrator survey

5. Menentukan/merencanakan agenda pelaksanaan survey berikutnya
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D. Aspek-Aspek dan Indikator Survey Para Pemangku Kepentingan

1. Kreditur/Investor & Debitur (Customer)

= Aspek Informasi
Terkait kejelasan informasi yang diberikan perusahaan kepada kreditur dan/atau
debiturnya.

= Aspek Waktu
Terkait waktu perputaran dana kepada kreditur dan/atau dari debiturnya.

= Aspek Kedisiplinan
Terkait kinerja perusahaan dalam memperhatikan perputaran dananya.

= Aspek Hukum
Terkait dengan peraturan-peraturan yang mengikat perusahaan dengan kreditur
dan/atau debitur.

= Aspek Hubungan
Terkait lamanya dan seberapa dekat hubungan perusahaan dengan kreditur
dan/atau debiturnya.

= Aspek Integritas
Terkait kredibilitas dan bonafiditas perusahaan.

= Aspek Keuntungan
Terkait banyaknya keuntungan yang dapat diterima oleh kreditur dan/atau debitur
perusahaan.

= Aspect of Repurchase intentions
Terkait tingkat keinginan pelanggan untuk memperbaharui kontrak dengan
perusahaan.

= Aspect of Willingness to recommend (Keinginan untuk merekomendasikan)
Terkait dengan keinginan untuk merekomendasikan perusahaan kita kepada calon
pelanggan lainnya.

= Aspect of Market Share
Sebagai salah satu indikasi banyaknya yang menjadi pelanggan dari perusahaan.

= Aspek Kualitas Barang dan/atau Jasa
Terkait tingkat kualitas barang dan/atau jasa yang bisa didapatkan oleh

pelanggannya.
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= Aspek Respon
Terkait dengan kualitas respon perusahaan terhadap keluhan, saran, kritik, dsb.
= Aspect of Price-performance ratio of the product/services (Aspek Harga)
Terkait dengan harga barang dan/atau jasa yang ditetapkan perusahaan kepada

pelanggannya.

2. Karyawan

= Aspek Turnover
Salah satu indikasi kepuasan karyawan yaitu dengan melihat tingkat turnover
karyawannya, turnover yang rendah mengindikasikan kepuasan karyawan yang
tinggi.

= Aspek Moral/Etika
Terkait kepatuhan serta perilaku etika dan moral para karyawannya.

= Aspek Komunikasi
Adanya suatu sistem komunikasi yang dijalankan di perusahaan.

= Aspect of Recognition and Reward (Aspek Penghargaan)
Adanya suatu sistem yang mengatur pemberi penghargaan bagi karyawan BNBR.

= Aspect of Benefits (Aspek Tunjangan)
Pemberian tunjangan kepada karyawan.

= Aspek Kompensasi
Terkait sistem kompensasi (banyaknya, jenisnya) oleh perusahaan kepada
karyawan.

= Aspek Lingkungan Pekerjaan
Terkait perasaan karyawan terhadap lingkungan pekerjaan dimana dia
ditempatkan.

= Aspect of Career Development (Aspek Jenjang Karir)
Terkait kesempatan karyawan untuk bisa berkembang di dalam perusahaan.

= Aspek Fleksibilitas
Terkait batasan-batasan serta kewenangan yang dirasakan dan dijalankan oleh

karyawannya.
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= Aspek Kehadiran

Terkait jumlah kehadiran serta waktu karyawan hadir di kantor.

3. Penyedia Barang dan Jasa (distributors, suppliers, etc)

= Aspek Hubungan
Terkait waktu atau lamanya hubungan dan/atau kerjasama dengan perusahaan-
perusahaan terkait.

= Aspek Harga
Terkait tingkat harga yang diberikan atau ditawarkan kepada penyedia barang
dan/atau jasa.

= Aspek Hukum
Terkait dengan sistem perjanjian dan kesepakatan beserta eksekusinya.

= Aspect of Payment (Aspek Pembayaran)
Pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa dilihat waktu, kedisiplinan dan

sistemnya.

4. Mitra Kerja
= Aspek Regulasi
Terkait aturan yang mengatur hubungan peraturan dengan mitra kerja; kejelasan
aturan, kepatuhan, dsb.
= Aspek Keuntungan
Terkait keuntungan yang diterima dan dirasakan oleh mitra kerja perusahaan.
= Aspek Komunikasi

Terkait sistem komunikasi yang dibangun dengan mitra kerja.

5. Pemegang Saham
= Aspect of (ROI) Return on Investment
Terkait berapa banyak return yang akan diterima oleh para pemegang saham.
= Aspek Likuiditas

Terkait tingkat likuiditas asset yang dipegang oleh pemegang saham.
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= Aspek Stabilitas
Terkait dengan stabilitas performa perusahaan.
= Aspek Hukum
Terkait peraturan-peraturan yang mengikat perusahaan dengan pemegang saham.
= Aspect of Attention and Information
Terkait seberapa banyak perhatian perusahaan kepada pemegang sahamnya serta
sistem alur informasi yang digunakannya.
= Aspek Komunikasi
Terkait akses informasi ke perusahaan dan pelaporan perusahaan kepada
pemegang sahamnya.
= Aspek Pertumbuhan Perusahaan
Terkait performance perusahaan dan kemungkinan/kesempatan untuk terus

berkembang.

Pemerintah, Lembaga Legislatif dan Yudikatif

= Aspek Hukum
Terkait peraturan, regulasi dan dasar hukum sebagai acuan perusahaan, beserta
kepatuhan perusahaan.

= Aspek Informasi (Keterbukaan) dan Komunikasi (Hubungan)
Terkait penyampaian informasi yang benar, wajar, dan tepat waktu; dan membina
hubungan komunikasi antar perusahaan dengan regulator yang baik, positif, dan
responsive.

= Aspek Attitude dan Perilaku
Terkait dengan perilaku aktivitas usaha perusahaan.

= Aspek Etika
Terkait kinerja dan perilaku perusahaan saat berhubungan dengan regulator dan

juga dalam aktivitas usaha perusahaan.

Komunitas (Masyarakat) dan Lingkungan Hidup
= Aspek Aksi

Terkait perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.
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= Aspek Informasi dan Komunikasi
Terkait sistem informasi dan komunikasi perusahaan dengan komunitas dan
lingkungan lainnya.

= Aspek Perhatian
Terkait perhatian yang dirasakan oleh komunitas dan terlihat lingkungan hidup
atas aksi perusahaan.

= Aspek Konsistensi
Terkait konsistensi perusahaan dalam melakukan aksi-aksi kepada masyarakat dan
lingkungan hidup.

= Aspek Kesejahteraan
Terkait tingkat kesejahteraan hasil CSR dari perusahaan kepada komunitas dan

lingkungan hidup sebagai objek CSR perusahaan.

Media Massa

= Aspek Informasi dan Komunikasi
Terkait sistem komunikasi dan bobot informasi yang diberikan perusahaan kepada
media massa.

= Aspek Akses Media Massa
Terkait akses media massa terhadap informasi yang dibutuhkan dari perusahaan.

= Aspek Keakuratan
Terkait keakuratan data dan informasi yang bisa didapatkan oleh media massa dari
perusahaan.

= Aspek Etika

Terkait tindakan dan perilaku perusahaan saat menghadapi media massa.
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